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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

Nomor: 158 . Tahun 1987

Transliterasi dimaksudkan seb jad yang satu ke abjad yang lain.

Transliterasi Arab-Latin di sini i inan huruf-huru an huruf-huruf Latin beserta
perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem alam kan dengan huruf.
Dalam trans i seb angkan dengan ht bangkan dengan
tanda, dan s lagid gkan dengan huruf dan ta ligus.
rab yang dimaksud dan transli ya de uruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi nan
Huruf Arab N _Huruf Latin
A Tidak dilambangkan
B ) B
=
S k di atas)

di bawah)
ha

'mN;UN-U§_-;—um._|'

Ua ga K'di'bawah)
o= dengan titik di bawah)
L dengan titik di bawah)
L / (dengan titik di bawah)
¢ “ain ) koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge

— Fa F ef

S Qaf Q ki

4 Kaf K ka

J Lam L el

2 Mim M em

o Nun N en

<



S Wau W we
F-y

Ha H ha
s Hamzah ¢ apostrof
T Ya Y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal abangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai be

2. Vokal
asa Arab yang lambangnya bg tara harakat dan
huruf i upa gabungan huruf sebagai be
0.3: Tabel Transliterasi Vokal
Huruf Latin
L Al
3 Au
Contoh:

dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda s

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama

Arab Latin

T Fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya

S Kasrah dan ya I i dan garis di atas

) Dammah dan wau U u dan garis di atas

Vi



Contoh:
- d8 gala

- R) rama
- 38 gila
- O3S yagilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua,

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau ya
adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

asrah, dan dammah, transliterasinya

Ta’ marbutah ]
3. Kalau pa i C 'A ah diikuti menggunakan kata
sandang Ty
“h”.
Contoh:

iterasikan dengan

atfal/raudahtul atfal

al-munawwaraj_\/al-niqdz'natul

E. Syaddah (T
Syaddah
syaddah atau

) dalam tulisan Arab dilamba uah tanda, tanda

ansliterasikan dengan huruf, ma dengan huruf

yang diberi t

Kata sandang dalam , yaitu J), namun dalam
transliterasi ini kata san
1. Kata sandang yang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

‘51”

yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gqamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:
- J&Mar-rajulu
- dllal-galamu
- Seaidasy-syamsu
- J’)éj\al-jaldlu
G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan
terletak di tengah dan di akhi

| itu hanya berlaku bagi hamzah yang
etak di awal kata dilambangkan,
karena dalam tulisan Ar.
Contoh:

Pada a, baik fail, isim maupun hur Hanya kata-kata

tertentu yang gan huruf Arab sudah lazim di kata lain karena

ada huruf ata ) angkan, 'maka_penulisan kata ter juga dengan kata

innallaha lahuwa khair ar-raz

ismillahi majreha wa mursaha

isan Arab huruf kapital tid

huruf awal nama diri ter

Contoh:
- Gpadall &y & A N4 Thamdu lillahi rabbi al-alamin/ Alhamdu lillahi rabbil “alamin

- el g NAr-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf

atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
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Contoh: o
- #aD s AAllaahu gafiirun rahim

- a5 ALillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami an
Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman

transliterasi ini perlu disertai dengan pedom
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ABSTRAK

Minatu Shofil Muna, NIM 10122154, 2026. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan
Dispensasi Kawin Perspektif Magasid Syariah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang). Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pembimbing: Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I

Dispensasi kawin merupakan pengecuali
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 T3
laki-laki dan perempuan adalah 19 tahu

ap batas usia minimal perkawinan sebagaimana
menetapkan usia minimal perkawinan bagi
i hanya dapat dilakukan apabila terdapat

mempertimbangkan ketentuan huk ij idangan, kondisi calon mempelai,
alasan permohonan, serta dampé asi dikabulkan maupun ditolak.

ah -

dalam perspektif Mag : . . .
Penelitian ini akan metode penelitian hukum normatif d dekatan perundang-
undangan (statute é , pendekatan konseptual (conceptual approach), lekatan kasus (case

approach). Sumb
dikumpulkan mel

an hukum terdiri atas bahan hukum primer, se
di kepustakaan. Objek penelitian berupa sepuluh pe

dispensasi kawin

di Pengadilan Batang Tahun 2026, yaitu Penetapan Nomo t.P/2026/PA.Btg,
42/Pdt.P/2026/PA 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, 73/Pdt.P/2026/PA.Btg t.P/2026/PA.Btg,
98/Pdt.P/2026/PA 37/Pdt.P/2026/PA.Btg, 175/Pdt.P/2026/PA.Btg, 56/F 026/PA.Btg, dan
86/Pdt.P/2026/PA

Analisis hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif de menghubungkan

pertimbangan ha
serta prinsip-pring

Hasil pene
didasarkan pada
mempelai, serta p

or 5 Tahun 2019,

gan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA
gasid Syariah.
enunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menet;
a alasan yang dianggap sangat mendesak, bukti yan
angan terhadap kemungkinan timbulnya kemudaratan a
segera dilaksanak asan yang ditemukan dalam enam penetapan meliputi lan di luar nikah,
hubungan yang telah*berlangsung cukup lama, kekhawatiran terjadinya zina, p angan, serta belum
terpenuhinya batas usia minimal perkawinan meskipun persyaratan perkawinan lainnya telah terpenuhi.
iah, pertimbangan hakim menunju

dispensasi kawin
p, kondisi calon
perkawinan tidak

(memelihara akal), dan melihara keturunan).
berkait i i

berjalan agama, dan har

dalam per ilai selaras d

dispensasi benar-benar di aan yang ng memadai, pemeriksaan
terhadap kondisi calon mem bangan an dan kemudaratan.

Kata kunci: Pertimbangan si Kawin h, Kemaslahatan, Kabupaten

Batang.

Xiii



ABSTRACT

Minatu Shofil Muna, Student ID, 10122154, 2026. An Analysis Of Judges Legal Considerations In
Judicial Determinations On Marriage Dispensation From The Perspective Of Magasid Syariah ( A
Study Of Judical Determinations At The Batang Religious Court). Thesis, Islamic Family Law Study
Program, Faculty Of Sharia, State Islamic University (Uin) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I

anting marriage dispensation from the
ch is motivated by the provisions of Law

This study examines judges’ consi
perspective of Maqasid Syariah in Batan

of the prospective spouses, g benefits and harms resulting
from grantmg or rejectl i
S in granting marriage
gasid Syariah. This
oaches. The legal
library research
iage dispensation
/Pdt.P/2026/PA.
t.P/2026/PA.Btg,
026/PA.Btg, and

dispensation and
research uses nor.
materials consist
and analyzed usi
determinations is
Btg, 42/Pdt.P/20
98/Pdt.P/2026/PA
86/Pdt.P/2026/PA

The results s
also consider the
prospective spous
The main conside
concerns about t
spouses have not
these consideratic
and lineage (hifz

e these conS|derat|ons from the perspective
gal research Wlth statutory, conceptuai and ca
ary, secondary, and tertiary legal materials collected
riptive qualitative analysis. The research focuses on te
y the Batang Religious Court, namely Determlnatlon Nu
.Btg, 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, 73/Pdt. P/2026/PA. Btg,
37/Pdt.P/2026/PA.Btg, 175/Pdt.P/2026/PA.Btg, 56/P

at judges do not merely apply the provisions of positi
ete circumstances of each case, the evidence presents
d the potential consequences of granting or rejecting the
S include pregnancy outside marriage, long-standing rel
rrence of zina, and the inability to register the marriage
d the minimum marriageable age. From the perspect
2 primarily related to the protection of life (hifz al-nafs
1), with'the protection of lineage being particularly relev
ion represents an effort to balance the achlevement of masla
rotection and best interests of the
Marriage Dispensation,

mechanically but
condition of the
age dispensation.
ips, engagement,
se the prospective
agasid Syariah,
lect (hifz al-‘aql),
hus, the granting

Batang Religiou
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki kedudukan

penting dalam kehidupan manusia. rspektif hukum Islam, perkawinan tidak

hanya dipandang sebagai ikatan ra seorang laki-laki dan perempuan,

tetapi juga sebagai bentuk i ujudkan keluarga yang sakinah,

mawaddah, dan rahma rena itu, setiap harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan am dan-rieratutan,perun an yang berlaku agar
tercapai'ségara'optih:gl. Di: Indone uan mengenai batas
r dalam Uhdan’g-‘U ndang‘ I\ionldf 1 Tahun tang Perkawinan
diubdﬁ Hengén Undang-Undan‘g‘qudr 16 019. Perubahan

an bahwa usia minimal perkawinan bag:i laki-laki rempuan adalah

!
tuan ini merupakan bentuk perlindungan negar dap anak agar

fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki ke

serta sebag ya menekan angka perkawinan usia dini yang be i menimbulkan

berbagai pe n sosial maupun hukum.

demikian, undang-undang tetap memberikan ng bagi calon

mempelai elum mencapai batas usia tersebut untuk melan an perkawinan

Agung Pedoman
Mengadili Permoho i Kawin ya kan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak, h mbuh k erta perlindungan anak.2
Pemberian dispensasi kawin pada hakikatnya merupakan kewenangan hakim yang
dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum secara cermat. Hakim

tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berdasarkan ketentuan peraturan

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin



perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan, alasan permohonan, alat bukti, serta dampak hukum yang akan timbul dari
penetapan tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi unsur yang sangat
penting dalam menentukan apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak untuk
dikabulkan atau ditolak.

Dalam perspektif h angan hakim seharusnya tidak hanya

ukum isiam égar hukum yang’ diterapkan tid ya memberikan

kepastian, juga menghadirkan keadilan dan kemanfaata alam perkara

dispensasi n, pénerapan Magasid Syariah menjadi sangat karena hakim

dua kepentingan yang harus dipertimbangkan seca bang.

inan usia dini

isi, hakim harus melindungi anak dari risiko
n perubahan Undang-Undang Perkawinan. Di sisi akim juga harus

an kondisi tertentu yang apabila permohonan dis i ditolak justru

dapat meni n kemudaratan yang lebih besar, seperti tidak terli nya nasab anak,

hukum normatif me

ng-undangan, penetapan
pengadilan, doktrin h an dispensasi kawin serta
Magasid Syariah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sepuluh penetapan dispensasi kawin di

Pengadilan Agama Batang Tahun 2026, ditemukan bahwa permohonan dispensasi kawin

3 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul al-Syari'ah, Juz Il (Beirut: Dar al-Kutub al-'limiyyah, t.t.),
hlm. 8-10; Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIT,
2008), him. 2-5.

4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin



masih didominasi oleh keadaan yang dianggap mendesak oleh para pemohon, seperti tabel
berikut:

No Nomor Penempatan Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin

1. | 7/Pdt.P/2026/PA.Btg Anak pemohon belum berusia 19 tahun dan
telah hamil empat bulan setelah menjalin
hubungan selama kurang lebih dua tahun.
pemohon telah berpacaran selama dua

2. | 42/Pdt.P/2026/PA.Btg

abila perkawinan ditunda.
awatirkan terjadinya zina

anak dengan calon
ng cukup lama.

4, ng tua terhadap

at hubungan

5. | Persyaratan  perkawinan
tetapi usia calon mempelai
batas minimal' 19 tahun
ditentukan dalam UU No Tahun

. 2019. ’

6. .P/2026/PA.Btg | Persyaratan perkawinan tel
tetapi usia calon mempelai be
batas' minimal 19 tahun
ditentukan dalam UU Nom
2019.

7. .P/2026/PA.Btg | Anak pemohon telah hub asmara
sekitar satu tahun dan dik sedang
hamil.

8. t.P/2026/PA.Bt | Terdapat kekhawatiran oran erhadap

' potensi terjadinya  zina akibat hubungan
yang telah berlangsung
Anak pemohon bg
Inggu dan kei
an ayah terhadap

agama  apabila

Berdasarkan sepuluh penetapan tersebut dapat diketahui bahwa alasan yang paling
dominan dalam permohonan dispensasi kawin meliputi kehamilan di luar nikah, hubungan
yang telah berlangsung lama, kekhawatiran terjadinya zina, serta penolakan pencatatan
perkawinan oleh Kantor Urusan Agama karena belum terpenuhinya batas usia minimal

perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan



ketentuan hukum positif mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga memperhatikan
kondisi konkret yang dihadapi para pemohon serta kemungkinan timbulnya kemudaratan
apabila permohonan ditolak. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana
pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tersebut jika dianalisis
berdasarkan perspektif Magasid Syariah, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan

tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan sebagaimana tujuan utama syariat

Islam.

Berdasarkan uraian per h dijelaskan sebelumnya, peneliti
merasa tertarik untuk men ah penelitian yang diberi judul
Hukum"-‘Hakim
ah ( Studl Peneia;pan di

Dengan demi elltlan ml d'marapkan.‘dapat memb

berikut ""Analisis Perti etapan Dispensasi Kawin

Perspektif Maq n Agama Batang)".

mbaran mengenai

n prinsip-prinsip

n ilmu Hukum

sehlngga dapat menjadi kontrlbusf bagl‘penge

hususnya dalam mewujudkan putusan yang beror I pada keadilan,

kemaslahatan.

h

1. rtimbangan hukum hakim dalam menetapkan sasi kawin di
Pengadil ama Batang berdasarkan penetapan yang menjadi
2. i rtimbangan hukum hakim dalam penetapan asi kawin di

Untuk menganal

ditinjau dari persp

D. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat baik
secara teoritis maupun praktisi :
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam



bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim
dalam penerbitan dispensasi kawin dan hubungannya dengan perspektif Magasid
Syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi
penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji dispensasi kawin, pertimbangan
hakim, dan penerapan nilai-nilai magasid dalam praktik peradilan agama.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktis, peneliti

apat memberikan manfaat bagi
beberapa pihak. Bagi haki ama, penelitian ini dapat
menjadi bahan perti ispensasi kawin agar
keputusan yang di ‘
juga mempe juan syariat
Islam.

E. Kerangka

( ‘ ot
Pen ini menggunakan beberapa kerangka teori utama :

1. TeoriPe ngan Hakin

merupakan pejabat yang diberi kewenangan ole

engadili, dan memutus suatu perkara berdasa

berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, haki
etentuan peraturan perundang-undangan secara

juga har pertimbangkan fakta-fakta hukum, alat bykti, nilai

kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, setia

harus disertai dengan perti

decidendi) yang je

suatu permo

hakim wajib me
termasuk alasan dia Is dan biologis anak,
kesiapan calon mempelai, serta dampak yang mungkin timbul apabila dispensasi
diberikan maupun ditolak.®

Selain itu, hakim juga harus berpedoman pada ketentuan peraturan

® Agir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.



perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan®dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam PERMA tersebut

ditegaskan bahwa hakim harus meng akan prinsip kepentingan terbaik bagi

anak (the best interests of the idup dan tumbuh kembang anak,

penghargaan terhadap pen indungan dari segala bentuk
diskriminasi.

fi pertimbéngan haki

Dengan de an dalam penelitian

ini untuk m dasar dasar hukum yang hakim dalam

asi kawm serta kesesualan pertlmban ut dengan

asi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pen

calon lai yang belum mencapai batas usia minimu

sebagai ditentukan dalam peraturan perundang-unda

berlaku dang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia p inan bagi
laki-laki

erempuan disamakan menjadi 19 tahun. Namun,

gat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup, ora atau wali

kan permohonan dispensasi kawin ke.pengadll
ikatnya merupakan bentuk pengecualian terhad
ena itu, pemberiannya ti

s melalui pemerik cermat oleh

hukum, aspek s olbbis asp roduksi, kondisi
ekonomi keluarga, ' perspektif hukum
Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batas usia
perkawinan. Akan tetapi, para ulama pada umumnya menekankan pentingnya
kesiapan fisik (al-bulugh), kesiapan akal (al-rusyd), dan kemampuan memikul

tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pengaturan

6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan



batas usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia dipandang sebagai bentuk
maslahah mursalah, yaitu kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan
masyarakat serta mencegah terjadinya mudarat akibat perkawinan usia dini.
Teori dispensasi kawin digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan
hakikat dispensasi kawin, dasar hukumnya, tujuan pembentukannya, serta syarat-

syarat yang harus dipenuhi sebelum im memberikan penetapan dispensasi

kawin.

. Teori Magasid Syariah

Syariah
kitab Al-

2 S ) T
secara sistematis oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi
enurut al-Syatibi, seluruh ketentuan: syariat b

emaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kem n (dar'u
gi umat manusia. Kemaslahatan tersebut diwuj melalui
erhadap lima unsur pokok (al-kulliyat al-khams),

a. Hifz (memelihara agama), yaitu menjaga pelaksanaan agama

la dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah

(memelihara jiwa), yaitu melindungi keselamatan

segala bentuk ancaman yang dapat memBahayakan irin

kehormatan ui perkawinan

yang sah.

e. Hifz al-Mal (memeli arta), yaitu menjaga hak kepemilikan dan
penggunaan harta agar sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, konsep Magasid

Syariah dikembangkan lebih lanjut oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem

(systems approach). Menurut Auda, penerapan Magasid Syariah tidak hanya




dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial,
perubahan zaman, serta tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan,
perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perkara
dispensasi kawin, teori Magasid Syariah digunakan untuk menilai apakah
pertimbangan hakim telah mencerminkan tujuan syariat Islam. Analisis

difokuskan pada perlindungan terhad eturunan (hifz al-nasl), perlindungan

jiwa (hifz al-nafs), dan perlindu ifz al-'agl), karena ketiga aspek

tersebut memiliki hubung n perkawinan usia anak.
Pertimbangan hakim vy [ atan diharapkan mampu

menghasilkan pen [ ar ketentuan hukum

keadilan, p

Ievan’ <5 -~

-

ngidehtifikasi kesamaan dan perbedaan antara

dengan stu i sebelumnya serta memastikan keaslian penelitia

erapa karya ilmiah yang membahas topik serup
sebagal berikut:

Skripsi yang ditulis oleh saudari Munawaroh,

tahun 202 berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam

pensasi Kawin Perspektif Magqgasid Syari’ah

Penetapan nsasi Kawin di Pengadilan Agama Amb.e}rawa
iliki fokus utama pada pertimbangan hakim keti

di Pengadilan Agama

bukti yang diajuka | dan fisik serta dampak

sosial perkawinan, nnya den riah yang meliputi
perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

7 Chotijatul Munawaroh, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan
Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqgasid Syari'ah (Studi Kasus Penetapan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2024), skripsi, Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2025.

Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada lokasi penelitian, objek



kajian, dan keluasan analisis. Skripsi Munawaroh meneliti putusan di Ambarawa,
sedangkan skripsi ini berfokus pada Kabupaten Batang, sehingga konteks sosial
dan praktik hukumnya berbeda. Selain itu, Munawaroh secara khusus mengkaji
permohonan yang dikabulkan, sedangkan judul Anda lebih umum pada

pertimbangan hakim terhadap penerbitan dispensasi kawin, sehingga skripsi Anda

dapat mencakup kemungkinan dikab un ditolak, atau setidaknya melihat

pertimbangan hakim secara lebi

hukum normati menganalisiis"penetép,an .dis_,pensaSI

perspektif Syariah. Hasil peneliti@'riya-,‘men
pertimbang im telah mencerminkan tujuan l\)laQasid Syar
dalam me jiwa"(hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nas

penelitian t dengan penelitian ini terletak pada objek kaji

sama mem ispensasi kawin serta menggunakan perspektif M Syariah

lisis perbedaannya, penelitian Annisa Nur Ma hanya

alisis satu penetapan dispensasi kawin di Peng Agama

Ponorogo, kan penelitian ini menganalisis dasar pertimbanga dalam

penetapan asi kawin terhadap perkara yang berasal dari Kab Batang

dispensasi kawin d
Madgasid Syariah. Pers
sama mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dengan
menggunakan perspektif Magasid Syariah.

Peneliti ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

8 Annisa Nur Mawaddah, Analisis Magasid Syari'ah terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Nomor:
389/Pdt.P/2022/PA.Po) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024),
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dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan perspektif
Magasid Syariah. Aspek yang sama dari kedua penelitian adalah sama-sama
mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dengan
menggunakan perspektif Magasid Syariah.®

Perbedaannya terletak pada obje metode penelitian. Penelitian Posma

Risky Nasution mengkaji praktik hakim di Pengadilan Agama

Yogyakarta, sedangkan peneli metode hukum normatif
dengan fokus pada analisi penetapan dispensasi

kawin terhadap perka asal dari Kabupaten

ang dltu,lls oleh Muhammad
dengan judul asi Kawm d'I Pengadlia.n Agama Ja ur dalam
Nomor 5 Tahun 2019, Hak J‘\S&SI Manu5|

Syari'ah m S penerapan Peraturan Mahkamah Aang Nomo un 2019
dalam pen dispensasi kawin dengan mengaitkannya pada pri ak asasi
manusia da asid Syariah.

nya adalah penelitian Muhammad Nazir lebih m
pada imple i PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta aspek hak
sedangkan

itian ini berfokus pada analisis dasar pertim

berdasarka ektif Magasid Syariah tanpa menjadikan hak asasi
Kelima. Sk ang ditulis oleh Ahmad Sainul pada tahun 2024
i ispensasi Nikah di Pengadilan AgamAa: Tinj
aslahah-Mafsadah.” Pe

umum berdasark

'

ini terleta nelitian. Ahmad

Sainul lebih meneka an konse dispensasi kawin,
sedangkan penelitian ini secara khusus me‘nganalisis dasar pertimbangan hakim
dalam menetapkan dispensasi kawin sehingga memberikan analisis terhadap
argumentasi hukum yang digunakan dalam penetapan hakim dan Pertimbangan

Maslahah-Mafsadah.” Penelitian tersebut mengkaji konsep dispensasi kawin

® Posma Risky Nasution, Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pengabulan
Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia, 2024)
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secara umum berdasarkan teori Magasid Syariah dan konsep maslahah-
mafsadah.°

Perbedaannya kedua skripsi ini terletak pada fokus penelitian. Ahmad
Sainul lebih menekankan pembahasan konseptual mengenai dispensasi kawin,

sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dasar pertimbangan hakim

dalam menetapkan dispensasi kawi memberikan analisis terhadap

argumentasi hukum yang digun hakim.
Adapun gap peneliti rdahulu, masih terdapat
kesenjangan penelitian itian hanya berfokus
pada analisis perti im terhadap per I kawin tertentu
ki berbeda.

atau yang di ¢
5 yang berbeda kKar is dasar

Penelitian
pertimbang al dari
Kabupaten lain itu,

penelitian menilai

kemaslahat
diharapkan

Islam.

10 Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Magosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah,”
Jurnal MEDIASAS: Media llmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 7, no. 2 (2024): 327-341



Tabel 1.1

Kajian Penelitian Terdahulu

Hakim dala
Mengabu

(2024)

o
| Sama-sama

membahas
dispensasi
kawin dan
Magasid

| Syariah.

perkara di

Pengadilan

Aga l
Pono

Nama Kebaruan
No.| Penelitidan Judul Persamaan | Perbedaan
tahun Penelitian
1.| Munawaroh, | Analisis Berfokus | Mengkaji
Chotijotul Pertimbangan pada pertimbangan

hakim

pada perkara
yang berasal
dari
Kabupaten
Batang.

nalisis

C

pe Angan
ha ada
b 5

p AN

ya njadi
0]0

P n.

Syariah

Sama-sama
mengkaji
pertimbangan
hakim  dan
Magasid
Syariah

Be

pa kara
ya asal
da

K

abupaten

12
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Muham Dispensasi Sama-sama Mengkaji | Memfokuskan
mad Kawin di membahas aspek analisis pada
Nazir Pengadilan | dispensasi HAM dan | pertimbangan
(2023) Agama kawin. PERMA hakim

Jakarta No. 5 berdasarkan

Timur dalam Tahun Magasid

Perspektif 2019. Syariah

PERMA

Nomor 5

Tahun

2019, Hak

Asasi

Man

0

™
[
5 Dispensasi | Sama-sama | Bersifat

- R ¥ b YAy

lea - | menggunaka .‘\'. eptual

LR

Pengadilan | perspektif dan umum.
Aga nja Magasid . “)4
iqasid | Syariah

ua
S | dan
Pe oanga |-
n ahah-
ah

ik
ggu
a. Teori Pertimbangan Hakii

G. Kerangka

Penelitian i beberapa kerangka teori uta

mengikuti, dan
masyarakat.!! Oleh pan yang dikeluarkan oleh
hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang logis, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Pertimbangan
hakim merupakan uraian mengenai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam

mengambil suatu keputusan. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta

11 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2009), him. 47



14

yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan
saksi, keterangan ahli apabila diperlukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.'? Dalam
perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat formil
permohonan, tetapi juga menilai alasan-alasan yang diajukan pemohon, kondisi

psikologis dan biologis calon me siapan mereka untuk membangun rumah

tangga, keadaan ekonomi kelu sial, serta kemungkinan dampak yang

Dalam mem i i im juga mempertimbangkan
n, dan asas kepastian
hukum. Keti ga penetapan yang

dihasilka anya sesuai dengan ketentuan quum,- tetapi | berikan manfaat

. r 4 R - .
bagi par sertamencerminkan rasa keadilan dalam masyar

b. Teori Di awin

asi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pe n kepada calon

g belum mencapai batas usia minimal perk n sebagaimana

lam peraturan perundang-undangan. Ketentuan enai dispensasi

esia mengalami perubahan setelah diberlakukann bahan terhadap

g Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan me ndang-Undang

un 2019, yang menetapkan batas usia minimal per
enjadi 19 tahun. Apabila salah satu

aian terhadap keadaan
ai apakah terdapat alasan
yang sangat mendesak, apakah telah tersedia bukti-bukti yang cukup, serta apakah
pemberian dispensasi akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan

risiko yang mungkin timbul. Dalam praktik peradilan, alasan yang sering dijadikan

2 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
him. 102.

13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

14 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 8.



15

dasar permohonan dispensasi kawin antara lain karena kehamilan di luar nikah, faktor
adat atau budaya, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, maupun kekhawatiran
orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma
agama. Namun demikian, hakim tidak dapat hanya menerima alasan-alasan tersebut

secara langsung, melainkan harus me an pemeriksaan secara menyeluruh terhadap

kondisi calon mempelai dan ke
Nomor 16 Tahun 2019, haki
5 Tahun 2019 tentang

pedoman dalam m

ain berpedoman pada Undang-Undang
eraturan Mahkamah Agung Nomor

an Dispensasi Kawin sebagai

erkara disbensasi ka an tersebut mengharuskan

hakim untuk ikan kepe'ntingan‘ié‘fbaik bag ndengarkan pendapat

anak, me ngkan ,asp}ek p.sikblodis,' kegéhatan, pe serta masa depan

anak seb mber'ikan penetapan. »

-
.

c. Teori M Syariah

aqasid Syariah merupakan teori yang menjel bahwa seluruh

m Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mew n kemaslahatan

bagi ma dan mencegah segala bentuk kemudaratan. Kon

dikembangkan

tis oleh Abu Ishaq al-Syatibi yang menjelaskan a tujuan utama

alah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (al- iyyat al-khams),
a akal (hifz al-

Dalam konteks

agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs),

keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-
tujuan yang paling relevan adalah hifz al-nas

i agar keturunan lahir mel

kemudaratan, se

reproduksi, keker. daksiapan mental dalam

menjalankan kehidupan berkeluarga.*®
Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin harus dipertimbangkan secara hati-
hati dengan memperhatikan keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan.

Hakim harus menilai apakah dispensasi tersebut benar-benar diperlukan untuk

15 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul al-Syari‘ah, Juz Il (Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 1997), him.
8-12
16 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, Juz Il (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), him. 1017-1025.
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melindungi kehormatan, menjaga keturunan, dan menghindari kerusakan yang lebih
besar, atau justru akan menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak. Dalam
perspektif Maqasid Syariah, suatu keputusan hukum dinilai baik apabila mampu
mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratan. Oleh sebab itu,

hakim tidak hanya berpedoman pada_aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan

tujuan syariat dalam melindungi nak, menjaga keutuhan keluarga, serta

menciptakan kehidupan rum nis dan bertanggung jawab.’

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

literatur yang

ertujuan untuk

, dan menganalisis kaidah yang mengatur

in serta pertimbangan haki ikan penetapan

penelitian ini, analisis gan menelaah
am penetapan dispensasi ka

ah, sehingga dapat diketahui

iat Islam.

17 Asser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The
International Institute of Islamic Thought, 2008), him. 21-28.



17

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan dispensasi kawin,

seperti Undang-Undang Nomor 1 hun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 T ompilasi Hukum Islam, dan peraturan

lainnya. Pendekatan konsep engkaji teori pertimbangan hakim,

der, dan tersier

embaca, mempelajari, mengidentifikasi, serta me informasi yang

!
an permasalahan penelitian. Selain itu, peneliti mengumpulkan

pa penetapan dispensasi kawin yang akan dianal lam penelitian.

er bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari hukum primer,

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan huku er meliputi Al-

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang inan, Peraturan

ung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Is ndang-Undang

hukum tersjer ia, dan

ung peneliti

4. Teknik Analisis B

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis
dilakukan dengan menginventarisasi dan mengelompokkan bahan hukum yang telah
dikumpulkan, kemudian menafsirkannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,
teori pertimbangan hakim, dan teori Magasid Syariah. Selanjutnya, hasil analisis
digunakan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memberikan
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dispensasi kawin telah sesuai dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam
mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keturunan (hifz al-nasl).
Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penelitian yang relevan, ker a teori, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB Il LANDASAN TEORI
ian, meliputi teori pertimbangan
hakim, teori dispensasi i asid i sep-konsep yang berkaitan

i Indonesia.

_ win an Agama yang
menjadi o itian, serta \genai perti hakim dalam
‘ enetapan yang
dianalisis.

BAB IV A ITIAN

spensasi kawin
h. Pada bab ini

am, khususnya

p pertirhbangan hakim dala
yang berlaku dan perspekti
juga dibah i rtimbangan hakim dengan
dalam me s hatan serta menjaga keturunan

merupakan jawaban atas r

penelitian serta saran



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Teori Pertimbangan Hakim
1. Pengertian Pertimbangan H
Pertimbangan haki yang digunakan hakim dalam
menentukan suatu . angan tersebut dibangun

ukti, keterangan para

n hukyr‘n.yaqg‘ [:r‘l'éggatgr per ian pertimbangan

es pen,al&r'én hakim dalar.n_‘merighupungk konkret dengan

sehip@gé ,me‘hghasilkan suatm?\i(ésirﬁpulan yang dapat
awabkan® P4
dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak menerapkan
ecara mekanis. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang N 8 Tahun 2009

i hukum serta

hakim menggali, mengikuti, dan memahami nil
ang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebu berikan ruang
bagi hak uk mempertimbangkan kondisi konkret perkara se g tetap berada

a hukum yang berlaku.*®

angan hakim dapat dibedakan menjaqrpertimb yang bersifat

ngan yang berkaitan dengan ke
ungan dengan peratur

timbul dari terlihat

1
dalam penelitia ispensasi

ang mengidentifikasi

pertimbangan huk angan k kat sebagai bagian dari
penalaran hakim.?

Dalam perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim memiliki karakter

18 prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di
Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300-317
19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1). Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

20 Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat
Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300—
317

19
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khusus karena objek permohonan berkaitan dengan pengecualian terhadap batas usia
perkawinan. Hakim perlu menilai alasan permohonan, kondisi calon mempelai,

hubungan kedua calon, keadaan ke a, serta kemungkinan akibat perkawinan

terhadap anak. Pemeriksaan ters n untuk memastikan bahwa dispensasi

tidak diberikan hanya berd ohon, tetapi berdasarkan keadaan

win pertama-tama

etentugn*hukufm positif'yang‘-mengatu erkawinan dan

ang-Undang Nomor 16 Tahun‘QO,iQ“.menet sia minimum

gi laki-laki dan perempuan sebesar 19 tahun. Kete ersebut diikuti

s usia karena
22

spensasi apabila terdapat penyimpangén terhada

gat mendesak dan disertai bukti pendukung yang
5 Tahun 2019

uran tersebut

ertimbangan berikutnya terdapat dalam PERMA
an Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

a berorientasi

edoman khusus bagi hakim agar pemeriksaan tida
pada ter nya persyaratan administratif, tetapi juga memper n kepentingan

terbaik

nak, ‘hak hidup dan tumbuh kembang anak, pe aan terhadap

ilan, kemanfaatan, serta kepastian hu

tangga, serta ala ukakan pe
kawin menunjukk ’
digunakan untuk menilai ada atau tidaknya keadaan yang memenuhi kategori alasan

sangat mendesak.?

21 Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2
PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Jurnal Hukum, Politik
dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209-223
22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 186
2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin, Pasal 2 dan ketentuan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin

24 Ashari, Hasan. “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi
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Penilaian terhadap fakta harus dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan
dalam persidangan. Bukti diperlukan untuk memberikan dasar objektif bagi hakim
dalam menilai kebenaran alasan permohonan. Dalam penelitian mengenai dispensasi

perkawinan, pertimbangan huku idak hanya didasarkan pada alasan yang

disampaikan pemohon, tetapi mentasi hukum dan bukti yang

mendukung permohonan

sofis, dan"‘SosioIogis

3. Pertimbangan Y
urldls merupakahn pertlmba didasarkan pada
ng berlaku Dalam perlcdra dlspensa5| rma utama yang
itan dengan batas usia perkawhngn syarat d i, kewenangan
berikan dasar

at dikabulkan

n pedoman pemerlksaan Pertlmbangan yur|d|

formal kim dalam menentukan apakah suatu permohon

angan filosofis berkaitan dengan nilai kea kemanfaatan,
anusia, dan tujuan hukum yang hendak dicapa lui penetapan

rlihat melalui

erkara dispensasi kawin, pertimbangan filosofis d

penilaia terhadap kepentingan anak dan akibat perkawina dap kehidupan

calon m ai. Nilai keadilan dan kemanfaatan juga termas
tkan dalam pedoman pemeriksaan dispensasi in.2Z

perkara dispensasi

bahwa keadaan anak, orang tua, dan Iingk[mgan merupakan unsur yang dapat diperiksa

Kawin di Pengadilan Agama.” Al Qalam: Jurnal limiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2024): 92-94
5 Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat

Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.” Jurnal Hukum IUS QUIA ITUSTUM 20, no. 2 (2013): 300—

317

26 Jasmaniar, dan Muh. Zulkifli Muhdar. “Batas Usia Kawin dalam Kaitannya dengan Permohonan Dispensasi

Kawin di Pengadilan Agama.” Indonesian Journal of Criminal Law 3, no. 1 (2021): 77-87

27 Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Jurnal Hukum, Politik

dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209-223
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hakim untuk memahami kondisi konkret permohonan.?
Ketiga bentuk pertimbangan tersebut tidak berdiri secara terpisah. Norma

hukum memberikan batas dan d nangan, fakta persidangan memberikan

gambaran kondisi konkret, s dilan dan kemanfaatan membantu

konsgkuen5| perkawinan. Pemeriksaan |tersebut S dengan tujuan
r 5 Tahun 2019 yang menempatkan kepentinga
satu das a pemeriksaan.*°

‘alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat dang-Undang

un 2019 tidak memberikan daftar tertutup mengena

endesak. Penilaiannya dilakukan melalui pemeri terhadap fakta

dan buk m perkara. Hasan Ashari menunjukkan bahwa n anak, peran

Kehamilan

bahwa perkara
pertimbangan kea

dimohonkan dengan persoalan sosial yang mungKin timbul. 3> Temuan tersebut

28 Ashari, Hasan. “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi
Kawin di Pengadilan Agama.” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2024): 92-94

29 Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat
Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.” Jurnal Hukum IUS QUIA TUSTUM 20, no. 2 (2013): 300—
317
30 peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin, Pasal 2 dan ketentuan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin
31 Ashari, Hasan. “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama.” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2024): 92-94

32 prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat
Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.” Jurnal Hukum IUS QUIA ITUSTUM 20, no. 2 (2013): 300—
317
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menunjukkan bahwa kehamilan tidak otomatis menggantikan kewajiban hakim untuk
memeriksa kondisi calon mempelai secara menyeluruh.

Hubungan yang telah berlangsung lama dan kekhawatiran terhadap terjadinya

perbuatan yang dilarang agama ju menjadi bagian dari fakta yang diperiksa

hakim. Penilaian terhadap ala ditempatkan bersama keadaan anak,
kehendak calon mempelai ta risiko yang mungkin muncul.

oral atau sosial tidak berdiri

B. Konsep Dispe n dalam Hukum Positif dan Hu
1. Pengertia dudukan Dispensasi Kawin

si kawin merupakan pemberian Jizin oleh pe kepada calon

belum mencapai batas usia perkawinan sebagai ditentukan oleh
ndang-undangan. Dalam hukum positif Indone spensasi kawin

sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas min sia perkawinan.

ian, dispensasi bukan merupakan hak yang seca matis diberikan

kepada emberikan izin

pemohon, melainkan kewenangan pengadilan u

setelah rtimbangkan alasan yang diajukan dan bukti yang kungnya.3*
at (2) Undang-

pthak pria dan/atau

an mengenai dispensasi kawin diatur dalam Pas

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa orang t
meminta dispensasi kepada

entuan umur sebagai

menunjukkan adanya alasan yang memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, hakim

tidak hanya memeriksa terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif, tetapi juga

3 Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca
Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133—
166

3 Ahmad Sainul, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan
Pertimbangan Maslahah-Mafsadah,” Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 7, no. 2
(2024): 327-341.

%5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
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perlu melihat kondisi anak, alasan permohonan, serta akibat yang mungkin timbul
apabila perkawinan diberikan atau tidak diberikan.3®

Dispensasi kawin mempunyai i.sebagai pengecualian karena perkawinan di

bawah usia 19 tahun pada da olehkan tanpa penetapan pengadilan.

Mekanisme tersebut men ndang-undang tetap memberikan

ukum'ﬁo.sitifflhdonesia, batas usia perkawinan lami perubahan

melalui g-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebe[um peruba rsebut, Undang-

Undang r 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawina berbeda antara

laki-laki

bagi lak dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun.

erempuan. Setelah dilakukan perubahan, batas mi sia perkawinan

bahan tersebut
danya kebijakan hukum untuk memberikan perlind yang lebih baik

erta mendorong kesiapan calon mempelai sebelu suki kehidupan

enetapan usia 19 tahun tidak hanya berkaitan d persoalan umur

2019 mensyaratka
demikian, batas u m, sedangkan dispensasi

merupakan pengecualian yang harus diperiksa secara hati-hati oleh pengadilan.

3 Henry Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal
2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Jurnal Hukum, Politik
dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209-223.

87 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2.

38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, sehagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

39 Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat,”
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2020): 59-69.
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Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai usia perkawinan memiliki konstruksi
yang berbeda dengan hukum positif Indonesia. Fikih klasik tidak menetapkan satu

angka usia minimal perkawinan vy rlaku secara universal sebagaimana yang

ditetapkan dalam hukum positif ahasan mengenai kesiapan perkawinan

atau pihak wanita untuk mengajukan dispen ada pengadilan
t penyimpangan terhadap ketentuan usia. Permoh arus didasarkan

pada ala gat mendesak dan disertai bukti pendukung yang

n pemeriksaan . dispensasi kemudian diatur se husus melalui
ovember 2019

mengatur asas

r 5 Tahun 2019. Peraturan tersebut ditetapkan pa
dan mu rlaku pada 21 November 2019. PERMA ter

persyaratan administratif, pemeriksaan anak da k terkait, serta

42

hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi
kan 'PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pe aan dispensasi
anan terhadap kepentingan anak. [

idup dan tumbuh kemba

menuju penilaian
4. Alasan Sangat Me ,
Alasan sangat mendesak merupakan unsur yang membedakan permohonan

40 Ahmad Sainul, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan
Maslahah-Mafsadah,” Jurnal Mediasas 7, no. 2 (2024): 327-341.

41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 186

42 peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, Pasal 2 dan ketentuan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin

43 Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal
2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Jurnal Hukum, Politik
dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209-223
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dispensasi dari permohonan perkawinan biasa. Pemohon harus menunjukkan keadaan
tertentu yang membuat perkawinan sebelum mencapai usia minimum membutuhkan
pemeriksaan pengadilan. Keadaan tersebut tidak cukup hanya dinyatakan secara lisan,

tetapi perlu didukung bukti yang dapatinilai oleh hakim.**

Tidak adanya definisi rinci j,alasan sangat mendesak membuat hakim

memiliki ruang untuk menilai iap perkara. Penilaian tersebut tetap

harus didasarkan pada prinsip apat dalam peraturan. Ashari

menemukan bahw. nak, peran orang ingkungan dapat digunakan

bangun penilaian 1‘mengena
2 '.. e \ .

: hugb@ngan‘,'c'élon mern'pe.léi yang te angsung lama,
~ N

I atau tidaknya alasan

,' J - o 3
rhadap perbuatan zina, dan keadaan sosial tertent muncul sebagai

onan, Alasan tersebut perlu diuji secara individual keadaan setiap

perkara elalu memiliki akibat yang sama. Hakim perlu m bungkan alasan

tersebut n kesiapan calon mempelai dan kepentingan terbai anak.

erbaik bagi Anak

pentingan terbaik bagi anak merupakan salah s

s utama dalam

ispensasi kawin. Asas tersebut mengharuskan menilai akibat

hadap kehidupan anak, bukan hanya menilai kepe orang tua atau

nilaian tersebut meliputi kehidu.pan,

pemahaman, dan isi gis anak t
Penelitian Nurha ‘
merupakan salah satu asas yang diperhat’ikan dalam pertimbangan hakim berdasarkan
PERMA Nomor 5 Tahun 2019.%

Asas kepentingan terbaik bagi anak juga perlu dipertimbangkan bersama asas

44 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 186

45 Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal
2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Jurnal Hukum, Politik
dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209-223
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keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga asas tersebut membantu hakim
menilai hubungan antara kepentingan anak dan konsekuensi hukum dari penetapan.
Penetapan yang baik tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga memberikan

perlindungan yang nyata terhadap anak yang menjadi subjek permohonan .

ungkinan dampak

sosial dari asan usia.®® . °:;‘-

an di’sbénspcsi‘ dapat mengandl]ng'_' lﬁaslaha a perkawinan

tuk r'nenyelésaikan keadaan tertentu "yanQ tela di. Kehamilan,

!
t menimbulkan kebutuhan terhadap perlindunga m bagi ibu dan

anak se soalan nasab. Prabowo menemukan bahwa per spensasi akibat

pat melibatkan pertimbangan hukum dan pe ngan keadilan

am menentukan penetapan.
inan usia anak juga dapat mengandung mafsadah a calon mempelai

omi. Penelitian

ki kesiapan fisik, mental, pendidikan, maupun

dengan akib rmohonan
ditolak. Pola pe

sesual de perkara dispensasi yang
menuntut keseimba ‘ hukum, kemanfaatan, dan

kondisi sosial para pihak.

46 Fajri, Muhammad. “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat.”
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2020): 59-69

47 Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” Amnesti: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 16-23
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C. Teori Magasid Syariah

1. Pengertian Maqgasid Syariah
Magasid Syariah secara etimologis berasal dari kata magasid yang merupakan
bentuk jamak dari maqgshad, yang berarti maksud, tujuan, sasaran, atau arah yang

hendak dicapai. Dalam kajian huk agasid menunjuk pada makna dan tujuan

yang berada di balik ketentu ersebut digunakan untuk memahami

Magasid Syasi dalam memahami tujuan
hukum Islam. engenai tujuan syariat
I. Tujuan tersebut

perlindijhgan-"agama, jiwa,':aikal,.‘ketur n harta sebagai

-

r manusia.®® ok

Madasid Syariah menempatkan ke:mas.lahata gai salah satu
!

hukum Islam. Klasifikasi klasik membagi kebutu nusia ke dalam

termasuk dalam

iyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Lima tujuan poko

ruriyyat meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, nan, dan harta.

asid Syariah

pertama adalah dharuriyyat, yaitu kebutuhan pri

ng harus dijaga

agar keh manusia dapat berlangsung secara layak. Ganggu adap kebutuhan

menimbulkan kes ehidupan. Klasifikasi ini

digunakan untuk m aian hukum Islam.
Tingkat ketiga adalah tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan
penyempurnaan kehidupan melalui nilai kepatutan, etika, dan kualitas kehidupan.

Tingkatan ini melengkapi kebutuhan dharuriyyat dan hajiyyat. Pembagian tersebut

48 Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem
Jasser Audah).” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 13, no. 2 (2016): 218-246

4% Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafagat fi Usul al-Shari'ah, Juz Il. Beirut: Dar al-
Kutub al-'llmiyyah, 1997, him. 7-12
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memberikan struktur prioritas dalam menentukan kepentingan yang harus dilindungi
dalam suatu persoalan hukum.
3. Al-Dharuriyyat al-Khams
Hifz al-din berarti pemeliharaan agama. Tujuan tersebut mencakup perlindungan

terhadap keberadaan agama dan ke puan manusia menjalankan ajaran agama.

Dalam perkara dispensasi kawi ini dapat digunakan untuk menganalisis

pertimbangan yang berkaitan erkawinan yang sah dan pencegahan

hubungan seksual di luar

atan reﬁroduksr keselamatan n)u dan ana isiko fisik yang

I aklbat perkawman pada usia anak -' :

rkaitan dengan

-aql‘berartl pemeliharaan akal. Pemellharaan a

anusia untuk berpikir dan berkembang secara Dalam perkara

in, tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan pe n, kematangan

berpikir, mbangan psikologis, dan kesiapan anak dalam nkan tanggung

jawab p nan.

nasl berarti pemeliharaan keturunan. Tujuan ters rkaitan dengan

an generasi, perlindungan keluarga, dan kejelas urunan. Dalam
perkara dispensasi kawin, hifz al-nasl memiliki hubungah‘iangsung dengan keabsahan

n anak, kejelasan nasab, s

keluarga.

dengan

perlindunga

Dalam perkara di aspek ini n untuk menilai kesiapan
ekonomi calon ampuan ebutuhan keluarga, dan
kemungkinan dampak perkawinan terhadap kondisi ekonomi anak.>

4. Magasid Syariah dalam Pemikiran Jasser Auda

Jasser Auda mengembangkan teori Magasid Syariah melalui pendekatan sistem.

50 Jasser Auda Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach London
International Institute of Islamic Thought 2008 21-22



30

Pendekatan tersebut mengkritik pemahaman magasid klasik yang cenderung
menekankan perlindungan dan pelestarian, kemudian memperluas perhatian pada

pembangunan manusia, hak, keadilan, dan kemaslahatan. Auda menempatkan magasid

sebagai tujuan yang harus menjadi alam memahami hukum Islam.>

Pendekatan sistem A fitur utama, yaitu cognitive nature,
wholeness, openness, int I ensionality, dan purposefulness.
Keenam fitur terseb a1 sebagai suatu sistem yang

memiliki hubu tuj ini memungkinkan suatu

kum merupakan

hasil pro nitif manUSIa Wholeness mengarahka‘n anaI|S|s u elihat hubungan

i hukum untuk

lam suatu persoalan. Openness memherlkan rua
!
perubahan lingkungan dan kondisi sosial. fitur tersebut

lisis hukum menghindari pemahaman yang terpisa

ated hierarchy melihat hubungan dan tingkatan a ur dalam suatu

sistem®™ gkan multidimensionality mengakui bahwa suatu p an hukum dapat

memilik rapa dimensi sekaligus. Purposefulness menem tujuan sebagai

enilaian hukum

orientasi S|stem hukum. Ketiga fitur tersebut memungkl
dilakukan dengan mempertlmbangkan hubungan antara norma fakta, kepentingan, dan

Pendekatan Siste kara Dispensasi Kawi

berkaitan dengan ut kesehatan, pendidikan,

psikologis, hubun serta masa depan anak.

Pendekatan multidimensional Auda memberikan dasar teoritis untuk menghubungkan

1 Jasser Auda Magasid al-Shariah A s Beginner Guide Occasional Papers Series 14 London
International Institute of Islamic Thought 2008 23-27

52 Jasser Auda Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach London
International Institute of Islamic Thought 2008 21-22 248-49 Jasser Auda Magasid al-Shariah A s Beginner Guide
Occasional Papers Series 14 London International Institute of Islamic Thought 2008 51-52; Auda,Beginner’s
Guide,53-54

53 Auda, Philosophy of Islamic Law,46-48

54 Auda, Philosophy of Islamic Law,48-49

55 Auda, Philosophy of Islamic Law,49-51
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berbagai aspek tersebut dalam satu analisis.

Fitur wholeness mengarahkan hakim atau peneliti untuk tidak memisahkan satu
fakta dari fakta lainnya. Kehamilan, misalnya, dapat berkaitan sekaligus dengan
kesehatan, nasab, status sosial, pendidikan, dan masa depan anak. Penilaian terhadap

satu aspek tanpa memperhatikan as ainnya dapat menghasilkan gambaran yang

tidak utuh mengenai kemaslahat h suatu perkawinan.

Fitur multidimensi ruang untuk menilai adanya

kemungkinan manfaat lan secara . Pemberian dispensasi dapat

memberikan perli ukum terténtu, tetap inan usia anak juga dapat
semacam ini sejalan
dengan Kar, i sasi yar 3 terhadap berbagai

rposéfulness menempatkan tujuan hukum seba

ientasi analisis.

Dalam ian ini, tujuan tersebut diarahkan pada pencapai maslahatan dan

terhadap anak melalui pemeliharaan jiwa, a an keturunan.

sebut dapat digunakan untuk menilai apakah perti

ntuan formal atau juga mengarah pada tujuan perli

dicapai kum dan syariat.>®

D. Relevansi

id Syariah terhadap Pertimbangan Hakim dala pensasi Kawin

asid Syariah digunakan dalam penelitian ini untu ilai tujuan yang
ertimbahgan hakim. Analisis tidak hanya meli

elihat kemaslahatan dan

menilai pe mengenai keselamatan

dan kesehatan calon a anak. at diperhatikan meliputi
kesiapan fisik, kesehatan reproduksi, kehamilan, dan risiko kesehatan akibat perkawinan
pada usia anak. Penilaian tersebut dapat menunjukkan apakah penetapan hakim
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan pihak yang bersangkutan.

Hifz al-'aql digunakan untuk menganalisis pendidikan, kematangan berpikir,

%6 Auda, Jasser. Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The
International Institute of Islamic Thought, 2008, him. 2-5, 192-246
57 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'llm al-Usul (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1997).
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kondisi psikologis, dan kesiapan mental calon mempelai. Perkawinan yang menyebabkan
terhentinya pendidikan atau menghambat perkembangan psikologis dapat dinilai sebagai
persoalan yang perlu diperhitungkan dalam penetapan. Perlindungan pendidikan dan

perkembangan manusia juga menjadi s tu tujuan yang dikaitkan dengan pengaturan

usia perkawinan.®
Hifz al-nasl digunak perlindungan keturunan, nasab,
kehormatan keluarga, d lam perkara yang berkaitan

angsung dengan alasan

hukum .[;e_rkawirfﬁﬁ'. 59 Ana

-

al-nasl juga perlu

perkawinan .fmemberik%{p perlindunga anak atau justru

baru bagi kehi'dupan anak dan Re,lua‘rga.‘
n dapat digunakan Kketika pertin%bahgén hak rkaitan dengan

atan yang dilarang agama dan pelaksanaan perka ang sah. Aspek

mpatkan bersama tujuan lain agar perlindungan tidak dipahami
secara terp ari perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Pen

r untuk membaca hubungan antar tujuan tersebut s menyeluruh.%

al digunakan ketika kondisi ekonomi calon m

perkawinan. Kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga dapat

ari penilaian terhadap kesiapan calon pasangan. ekonomi juga
indungan masa depan anak karena kondisi

esejahteraan anak.®

meliputi dasar hukum, }
mempelai, serta kemungkinan akibat dari pemberian atau penolakan dispensasi. Kerangka
tersebut sesuai dengan karakter pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang

%8 Jasser Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: 11T,
2008).

%9 Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah
Menurut Imam Al-Ghazali,” Malaysian Journal of Syariah and Law 9, no. 2 (2021): 75-87,

60 Jasser Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIT,
2008).

61 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'llm al-Usul (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1997).
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memerlukan pemeriksaan hukum dan keadaan konkret para pihak.

Konsep dispensasi kawin digunakan untuk menguji kesesuaian penetapan dengan
hukum positif Indonesia. Analisis diarahkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, terutama mengenai batas usia 19 tahun,
alasan sangat mendesak, bukti pendukung, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Teori Magasid Syariah dig menilai orientasi kemaslahatan dalam

pertimbangan hakim. Lima tuj igunakan sebagai kerangka umum,
sedangkan hifz al-nafs, hif i atkan sebagai indikator utama

rkembangan, pendidikan,

p. Tahap pertama
A . Tahap kedua
menguji pe ' 1 ne ahun 2019 dan

dan mafsadah

019. Tahap ketiga menganal
rutama hifz al-nafs, hifz al-




BAB 111
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Batang
1. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batan salah satu pengadilan agama yang berada

dalam lingkungan peradilan kamah Agung Republik Indonesia.
Informasi mengenai sej ngan kelembagaan Pengadilan
Agama Batang ter itus Smi ber kelembagaan tersebut
digunakan unt ‘ ini.

adura mempunyai

dasar ke Januari 1882.

ebut menjadl baglan dari sejarah bembentuka ilan Agama di

rah resmi Pengadilan Agama Batang mencatat p bangan tersebut
dari sejarah kelembagaan peradilan agama.

ilan Agama Batang secara khusus mencatat Kepu Menteri Agama

nesia Nomor 90 Tahun 1967 tanggal 2 Agustu sebagai dasar

m dalam laman
an.62

bangan kelembagaan Pengadilan Agama Batang j okumentasikan

Pengadilan Agama Batang. Informasi tersebut te

resmi Pe an Agama Batang mengenai surat keputusan pem

informasi pada

perkembangan le atang dalam menjalankan

fungsi peradilan agama abupaten Batang. Penggunaan sumber resmi tersebut
memberikan dasar dokumenter bagi uraian mengenai sejarah pengadilan.
Sejarah kelembagaan Pengadilan Agama Batang menjadi bagian dari identifikasi

lokasi penelitian. Identifikasi tersebut diperlukan untuk menjelaskan lembaga yang

62 Sejarah Pengadilan Agama Batang: Pengadilan Agama Batang, Buku Sejarah Pengadilan Agama
Batang: Merangkai Sejarah, Menjaga Marwah, edisi pertama (Batang: Pengadilan Agama Batang, 2025),

34
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memiliki kewenangan memeriksa perkara yang menjadi objek penelitian. Data sejarah
dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Pengadilan Agama Batang dan tidak
menggunakan sumber sekunder yang tidak dapat diverifikasi.

2. Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang berkedudukan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa

Tengah. Alamat resmi yang dican
K.H. Ahmad Dahlan Nomor

Pengadilan Agama Bata

Pengadilan Agama Batang adalah Jalan

asi tersebut tersedia pada situs resmi

Wilayah yuri ilan . cakup wilayah Kabupaten

15 kecamatan sebagai

r

, yaitu‘Baté.hg:, ‘Kanﬁejnaﬁ,"_l’ulis, S

uputih, Limpung,
notunggal, Bandar, Pecalungan, Gringsing, Bawang, Blado,
F Pt ‘ ’ . N ,.. 2

resm‘i Pengadilan Agama Batang mencantumkan sa yang berada
Bandar, yaitu Tombo, Wonomerto, \Wonodadi, kan, Binangun,

Kluwih, Wonokerto, Bandar, Tumbrep, Tamb Pucanggading,

egoro, Simpar, dan Batiombo. Data tersebut di dasar untuk

kupan wilayah penelitian.
h yurisdiksi mempunyai hubungan dengan

lam menerima dan memeriksa perkara. Penent ilayah tersebut

hubungan wilayah i i n untuk menyimpulkan isi

pertimbangan hakim. Isi pertimbangan hakim tetap harus bersumber dari penetapan

pengadilan yang dapat diverifikasi.

6 Wilayah hukum: Pengadilan Agama Batang, “Wilayah Yurisdiksi,” https:/pa-
batang.go.id/category/tentang-pengadilan
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3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Batang
Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Per s Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama.
Bidang kewenan
hibah, wakaf, zakat, i

akup perkawinan, waris, wasiat,

kah, dan ekono Ketentuan tersebut menjadi

il Pengadi‘lan:Aqama da lesaikan perkara yang

lingkup peradilan agaiﬁ]a.'s‘l

Agama"Batarig ‘secara feém't mencantu ara perkawinan

sebagai satu Bidéng,-'lgewenangannya. Di‘;éﬂ_’taﬁa‘ per rkawinan yang

m informasi resmi tersebut adalah dispensasi kawi

!
ngan terhadap perkara dispensasi kawin berkai ngan ketentuan

batas usi awinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun Ketika terdapat

i yang belum mencapai usia 19 tahun, permohon ensasi diajukan

ilan dengan memenuhi ketentuan yang telah dit n oleh undang-

Mahkamah Agun
putusan dan pene

asikan. Dalam penelitian
mengenai pertimbangan hakim, dokumen penetapan yang asli diperlukan untuk

mengetahui fakta perkara, dasar hukum, pertimbangan, dan amar penetapan.

64 pengadilan Agama Batang, “Tugas Pokok,” https:/pa-batang.go.id/tugas-pokok/ (diakses 8 Oktober

2026).
% Pengadilan Agama Batang, “Tugas Pokok,” https://pa-batang.go.id/tugas-pokok/ (diakses 8 Oktober

2026).


https://pa-batang.go.id/tugas-pokok/
https://pa-batang.go.id/tugas-pokok/
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B. Hasil Kasus Dispensasi
Penelitian ini mengkaji sepuluh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Batang pada tahun 2026, yaitu Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, 42/Pdt.P/2026/PA.Btg,
46/Pdt.P/2026/PA.Btg, 73/Pdt.P/2026/PA.Btg, 78/Pdt.P/2026/PA.Btg,
98/Pdt.P/2026/PA.Btg, 37/Pdt.P/2026/PA.Btg ,175/Pdt.P/2026/PA.Btg,
56/Pdt.P/2026/PA.Btg, 86/Pdt.P/2026/P

Sepuluh perkara tersebut

keluarga, usia calon mempelai

Secara hukum, di in_n cualian terhadap batas usia
minimum perkawin alan
Tahun 2019, yai
dispensasi

un bagilaki-laki de;_r'r.é_er-’empuan.
pat dimohonkan oleh d.réng.fua.,apabil
mendesak ertai ,bﬁk'ti pen‘dukung yang cukﬁp‘: :I;lgl‘é'lm jug
A Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pé:do‘rﬁan M

n. Dalam perkara permohonan, tidak selalu

memperhatikan

ketentuan li Permohonan

Dispensasi at pihak yang

berkedudu agai termohon. Oleh sebab itu, uraian berikut me an identitas dan

keadaan pe , anak yang dimohonkan dispensasi, calon pasanga

fakta persi , pertimbangan hakim, dan analisis penetapannya ut uraian enam

perkara :

1. Perkara

r 7/Pdt.P/2026/PA.Btg

on dan calon mempelai

24 tahun

wan swasta di wilayah

0.000 per bulan. Dalam
perkara ini tidak terdapat termohon sebagaimana dalam perkara gugatan karena

perkara diajukan dalam bentuk permohonan dispensasi kawin.
b. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin

Para pemohon mengajukan dispensasi setelah permohonan pencatatan
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perkawinan ditolak oleh KUA Kecamatan Bandar karena anak belum mencapai usia
minimum. Dalam permohonan disebutkan bahwa anak dan calon suaminya telah
menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun dan anak telah hamil empat bulan.
Para pemohon menghendaki agar perkawinan segera dilaksanakan untuk

menghindari keadaan yang mereka anggap dapat menimbulkan kemudaratan lebih

lanjut.®
Fakta dan Pertimbangan

kta bahwa anak telah hamil

empat bulan, inan tanpa paksaan, dan
tidak terd an perke;wjgar).,di qr]'tl':{rakgduany a telah memperoleh

nai risgj,ko'berkaWinan usl’a"an@li: Hakim n nasihat tentang

tinya;;‘péndi,dﬂkan, kesehatan ?eﬁr’qddksi, psikologis dan
/ 'S4 5

rta kemungkinan perselisinan dan kekerasan dala
.

h tangga.

!
am pertimbangan hukumnya, hakim menilai alasa ohonan sebagai

ng sangat mendesak. Hakim juga memperti kan usia dan

calon mempelai, penghasilan calon suami, duku kedua keluarga,

en untuk membantu keberlanjutan pendidikan dan nuhi kebutuhan

ga. Permohonan akhirnya dikabulkan dan dispen berikan kepada

on untuk menikah dengan calon suaminya.®’

Meskipun demikian, pengabulan permohonan perlu dianalisis secara Kritis.

Kehamilan tidak dengan sendirinya menghilangkan risiko perkawinan usia anak.
Penilaian kemaslahatan seharusnya juga mencakup kesehatan ibu, kesiapan

pengasuhan, keberlanjutan pendidikan, kemampuan ekonomi, dan perlindungan

% pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 2—3.
67 Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 2-3.
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terhadap anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, keputusan hakim dapat
dipahami sebagai upaya mengatasi keadaan mendesak, tetapi kemaslahatannya tetap
perlu dinilai secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan berlangsungnya

perkawinan.

2. Perkara Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Bt

a. Profil pemohon dan calon me

ermgh*brlan‘,dl“ébensasi kawin.

. ’ . .
ajuan dispensasi kawin
!

pemohon menjelaskan bahwa hubungan anak d calon suaminya

gsung sekitar dua tahun dan keduanya telah ngan. Menurut

, hubungan mereka pernah diketahui oleh pem ngelola wisata

ingga menimbulkan kekhawatiran orang tua te kemungkinan

norma agama. Para pemohon menyatakan a persyaratan

m mencapai 19

lainnya telah terpenuhi, kecuali batas usia anak ya

suaminya beke

Kedua keluarga lon mempelai menyatakan
kehendaknya tanpa paksaan. Hakim juga memberikan nasihat mengenai risiko
perkawinan usia anak dan memperoleh komitmen keluarga untuk mendukung

pendidikan serta kehidupan rumah tangga calon pasangan.®

% pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 2—-3
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Hakim menilai alasan permohonan memenuhi unsur alasan sangat mendesak
sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Kematangan calon
mempelai, penghasilan calon suami, persetujuan keluarga, serta komitmen untuk
mengatasi persoalan ekonomi dan sosial turut menjadi pertimbangan. Pada akhirnya,

permohonan dikabulkan.

. Analisis penetapan

Dalam perspekti ara ini terutama berkaitan dengan
hifz al-din dan hifz

tua terhadap k

rkan pada kekhawatiran orang

pelanggéj;an norm an keinginan membentuk

juga rejevah kar:ona hakim

.‘f‘.

keluarga. bangkan penghasilan

an dukgngan keluarga. '\\' ',‘?;

n, dav*sqduta’nallsw kritis, huburfg}nyang tela gsung lama dan

n terjvadlnya zina perlu dibedakan dari keadaan me yang didukung

ktikan bahwa

ret. 'Kekhawatiran tersebut tidak otomatls
usia anak merupakan pilihan yang paling mas Penilaian perlu

an perlindungan agama secara seimbang dengan k an, kematangan

pendidikan, dan kepentingan terbaik anak. ngan keluarga

faktor positif, tetapi tidak sepenuhnya menggantik apan individual

elai.®

tahun
ergi sejak
ga ibu menjadi pemohon

-kosan, sedangkan calon

dalam perkara
suaminya berusia 25 tahun dan bekerja sebagai buruh konveksi. Keduanya

berdomisili di wilayah Kabupaten Batang.

% Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 2-3
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b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Pemohon menyatakan bahwa anak dan calon suaminya telah menjalin
hubungan selama kurang lebih tiga tahun dan bertunangan pada 20 Februari 2026.
Pemohon juga menyebutkan bahwa keduanya pernah beberapa kali melakukan

tindakan yang dianggap melampauifbatas pergaulan dan pernah diketahui tetangga

serta ditegur pemuda sete tersebut menimbulkan kekhawatiran

pemohon sehingga perk segera dilaksanakan. Permohonan
pencatatan perkawin amatan Pecalungan karena usia

anak belum me

c. Fakta dan

pemerrksaan ﬁaklm meneml]kan' bahwa a sia 17 tahun 10
lon suémmya beru5|a 25 tahun. Anak'bekerja se dmin kos-kosan
000 per bulan,

ghaS|Ian yang disebutkan pemohon §ek|tar Rp
!
alon suaminya bekerja di bidang konveksi deng ghasilan sekitar

inan dan calon

0 per bulan. Kedua keluarga merestui rencana

enyatakan kehendak menikah tanpa paksaan.

im menilai bahwa hubungan yang telah berlangs ama tiga tahun,

alon mempelai, serta pengakuan mengenai hubun dan merupakan

ri kgadaan yang mendasari alasan men Hakim juga

mbangkan kematangan calon mempelal ke5|apan e

untuk mendukung pendidi

dikabulkan.”

hanya dari lama konkret yang terungkap di
persidangan. Dalam perspektif maqasid syariah, hifz al-din berkaitan dengan
kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama, sedangkan hifz al-nafs dan hifz al-

‘agl berkaitan dengan perlindungan kesehatan, kematangan mental, dan pendidikan

0 pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 2-3.
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anak.

Meskipun demikian, terdapat hal yang perlu dicermati. Anak masih berusia
di bawah 19 tahun, sementara selisih usia dengan calon suami cukup besar. Oleh
karena itu, penilaian terhadap persetujuan anak, kemungkinan tekanan sosial,

kesiapan psikologis, dan keseimbangan relasi calon pasangan menjadi penting.

Persetujuan keluarga dan ke onomi tidak seharusnya menjadi satu-

satunya ukuran kedewas menyeluruh perlu menguji apakah

an terbaik anak dalam jangka

mpuan. Dalam
ani, sedangkan

. Anak mereka

berusia 38 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah
ahun 8 bulan, berpendidikan terakhir SLTP, dan
inya berusia 26 tahun, berpendidikan terakhir
h.

sebagai buruh.

, serta bekerja

ajuan dispensasi kawin

pemohon mengajukan dispensasi  setelah A Kecamatan
nolak pencatatan perkawinan karena

ermohonan disebutka

keinginan aga ik’a:h sesuai

c. Fakta dan perti

Dalam pemeriksaan, hakim memperoleh fakta bahwa anak bekerja sebagai
buruh dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 per bulan, sedangkan calon suaminya

berpenghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan. Kedua calon mempelai menyatakan

"1 Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 1-3.
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kehendak menikah secara sukarela dan tidak terdapat halangan perkawinan di antara
mereka. Hakim juga memperhatikan bahwa kedua keluarga menyetujui rencana

perkawinan dan bersedia memberikan dukungan.

Hakim menilai bahwa alasan permohonan memenuhi unsur keadaan sangat
mendesak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap

kemungkinan pelanggaran norm a, kematangan calon mempelai, kesiapan

ekonomi, serta dukungan ke embantu kehidupan rumah tangga dan

d.

ap zina menjadi dasar

agian dari alasan

am perspektlf maan|d syarlah .ala§an Ierseb ikaitkan dengan

n hlfz aI nasl ‘Sementara itu, pertlrrﬁ)d'ngm meng siapan ekonomi

n dengan hifz al-mal. .

un, secara analitis, hubungan yang berlangsung s satu tahun tidak

t diatasi selain

dirinya membuktikan adanya keadaan yang tida
kawinan. Penilaian kemaslahatan harus memper apakah calon

enar-benar siap menjalankan tanggung jawab perk: , termasuk dari

ikan, kesehatan, dan kematangan psikologis. De emikian, alasan

tetap perlu dinilai bersama perlindungan ji al, harta, dan

Ieh‘ibu dari yang berusia 18 tahun 6

bulan. Dalam utkan ba ng anak tidak diketahui
keberadaannya. erpen idikan terakhir SD ' dan belum bekerja, sedangkan
calon suaminya berusia 31 tahun, berpendidikan terakhir SLTP, dan bekerja sebagai

buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan.
b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Pemohon menyatakan bahwa anaknya dan calon suaminya telah menjalin
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hubungan selama kurang lebih dua tahun. Pemohon menghendaki agar keduanya
segera menikah untuk menghindari pergaulan bebas dan kemungkinan zina.
Permohonan pencatatan perkawinan sebelumnya ditolak KUA Kecamatan Blado
karena usia anak belum mencapai batas minimum. Dalam perkara ini, pemohon juga
menghadapi keadaan keluarga ketika ayah kandung anak tidak diketahui

keberadaannya.

c. Fakta dan pertimbangan h

Hakim me para pihak yang hadir, serta
bukti-bukti yan . ngenai risiko perkawinan
uti kel ‘ endidikan, kesehatan
ak pSLk.@f/oE;ls'dan sés:iat\l.(_'c;r_ag'isi eko ta potensi konflik

R N SN
N )

y RN

imbangan hakim juga menempatkan alasan pem
:

t (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perlun

an bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan p

alam kerangka

an yang sangat

n, permohonan

abulkan dan dispensasi diberikan kepada anak pe untuk menikah

n suaminya.

d. Anali etapan

am perspektif magasid syariah, perkara ini berkai gan hifz al-din
san perrrf)ﬁonan didasarkan pada keingin‘an men

asl juga relevan karena pe

lan yang cermat terhadap
ketergantungan ekonomi, kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan
keseimbangan hubungan calon pasangan. Perbedaan usia dan keadaan ekonomi tidak
otomatis menjadikan perkawinan tidak layak, tetapi perlu diperiksa untuk

memastikan bahwa anak tidak berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu,

72 pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 1-3.
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kemaslahatan dalam perkara ini tidak cukup dinilai dari niat menghindari zina,

melainkan juga dari kemampuan perkawinan tersebut melindungi masa depan anak.
6. Perkara Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan o an orang tua yang memohon dispensasi

kawin bagi anak mere an Il berusia 18 tahun 6 bulan,
entara itu, anak Pemohon Il

LTP, dan bekerja sebagai

A : TN \". h
BN 4 N
. » N .
rmohonan diajukan karena keduq‘. calon lai berencana

y

[ . . W sl .
kan perkawinan, tetapi permohonan’ pencatata winan mereka

‘ 1
KUA Kecamatan Bandar dan KUA Kecamatan

karena belum
batas usia minimum perkawinan. Keduanya tela jalin hubungan
ng lebih satu tahun. Dalam persidangan juga te

erempuan sedang hamil.

ertimbangan hakim

alam pemeriksaan, hakim mempertimbangkan kete
i, saksi, serta bukti surat, termasuk

n perempuan dan perlin

Perkara ini menunjukkan bahwa pertimbangan dispensasi kawin tidak
hanya berkaitan dengan usia calon mempelai, tetapi juga melibatkan keadaan faktual
yang terungkap di persidangan, khususnya kehamilan dan dukungan keluarga.

73 Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Btg,hal 1-2
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Meskipun demikian, kesiapan menjalani perkawinan tetap perlu dilihat bersama
perlindungan hak anak, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan jangka panjang

calon mempelai.
7. Perkara Nomor 175/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan n orang tua yang memohon dispensasi

b. -7
S N
oho'n'an'd'ia]‘ulkan karena kedua cafoﬁfm.&‘mpelai mencapai usia
erkawinan. Selain itu, calon mempelai perempua g hamil sekitar
tujuh . Keadaan tersebut menjadi salah satu alasan para pemohon
ki agar perkawinan segera dilangsungkan. ™
C. bangan hakim

am persidangan, hakim memberikan nasihat meng iko perkawinan

ak, termasuk risiko terhadap pendidikan, kesehat oduksi, kondisi

tangga. Calon

Perkara ini memperlihatkan bahwa kehamilan menjadi faktor penting dalam

permohonan dispensasi kawin. Namun, pertimbangan hakim juga mencakup

kesiapan calon mempelai, kemampuan ekonomi, serta dukungan keluarga. Dalam

4 Pengadilan Agama Batang, Perkara Nomor 175/Pdt.P/2026/PA.Btg
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perspektif perlindungan anak, kondisi tersebut tetap perlu dianalisis dengan
memperhatikan kesehatan ibu dan calon anak, kelanjutan pendidikan, serta kesiapan

menjalani kehidupan rumah tangga.
8. Perkara Nomor 56/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempel

Perkara ini diajukan lon mempelai perempuan yang masih

b.
,‘ . ’ .
honan a‘ ajulgan karena calon\mernpelal p n sedang hamil
kehénllan “sekitar 36 minggu. f’ara })emoh ghendaki agar
sege(a dilaksanakan dan tidak ditunda Sampal calo pelai mencapai
n.7s |
C. ertimbangan hakim

m pemeriksaan, hakim mempertimbangkan bukti nai kehamilan,

para pihak dan saksi, serta hasil konseling dari Pu yanan Terpadu

an Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten g. Hakim juga

an reproduksi, kondisi psiko

usia lanjut kehamilan
menjadi alasan honan dispensasi kawin.
Namun, keadaan tersebut perlu dianafisis tidak hanya dari kebutuhan untuk segera
menikah, tetapi juga dari sisi perlindungan calon ibu dan anak, kesiapan psikologis,

serta keberlanjutan pendidikan calon mempelai.

75 Pengadilan Agama Batang, Perkara Nomor 56/Pdt.P/2026/PA.Btg
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9. Perkara Nomor 86/Pdt.P/2026/PA.Btg
a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan oleh seorang ayah yang bekerja sebagai petani dan
berusia 40 tahun. Anak yang dimohonkan dispensasi berusia 16 tahun 9 bulan,
berpendidikan terakhir SMP, dan

23 tahun dan bekerja sebagai

bekerja. Sementara itu, calon suami berusia

b. Alasan pengajuan dispe

Bawang menolak rencana
ncapai usia minimum

nikah karena telah

gan daﬁ mengakw pernah m'qamkan hub ksual. Pemohon

awatrfkan terjadlnya pelanggaranmgj'rfya aga ila perkawinan

|

ertimbangan hakim |

am persidangan, hakim memberikan nasihat meng iko perkawinan

nak, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, tan reproduksi,

nomi, dan psikologis. Hakim juga mempertimban eterangan calon

idak adanya larangan perkawinan selain faktor us a kondisi calon

ai kematian ibu

bekerja sebagai petani. Selain itu, terdapgt‘bukti

dokumen pendukung lainnya.

karena calonm . i 9 bulan dan berpendidikan
terakhir SMP, as
kesiapan fisik dan psikologis menjadi hal penting dalam analisis penetapan.

endidikan, kesehatan, serta

76 pengadilan Agama Batang, Perkara Nomor 86/Pdt.P/2026/PA.Btg
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10. Perkara Nomor 98/Pdt.P/2026/PA.Btg
a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan oleh seorang ibu yang menjadi pemohon karena

keberadaan ayah kandung anak tidak diketahui. Anak yang dimohonkan dispensasi

berusia di bawah 19 tahun, sed calon suaminya telah berusia dewasa dan

bekerja sebagai buruh bangu ohonan disebutkan bahwa anak bekerja

b. Alasan pengaj nsasi kaw'i‘n‘ o~
.o '.". N
menyqt&’kﬁrr'ba'h'wa"a}n“ak"da.n calo a telah menjalin
ma kurang Iebiﬁ dua tahun. ‘Pgr\m:oﬁor]an di arena pemohon
"’ 0 ‘ » e "‘
i aga’rikeduanya segera menikah untﬁk.;ne_hghind aulan bebas dan
zina. tatan perkawinan sebelumnya terkendala batas minimum yang

eraturan perundang-undangan.

ertimbangan hakim

am pemeriksaan, hakim memberikan nasihat meng iko perkawinan

ak, khususnya dampaknya terhadap pendidikan, tan reproduksi,

n dalam rumah

nomi, perkembangan psikologis, dan potensi pers

pencabutan permohonan,

memerintahkan dan membebankan biaya

perkara kepada pemohon.™
d. Analisis penetapan

Berbeda dengan sembilan perkara sebelumnya, perkara Nomor

7 Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 1-3
78 Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2026/PA.Btg, him. 1-3
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98/Pdt.P/2026/PA.Btg tidak berakhir dengan pemberian dispensasi kawin. Penetapan
ini penting dalam penelitian karena menunjukkan bahwa berakhirnya perkara tidak
selalu disebabkan oleh dikabulkan atau ditolaknya permohonan berdasarkan

penilaian substansi, tetapi dapat pula terjadi karena pencabutan permohonan.

Dalam perspektif ma nasihat hakim berkaitan dengan hifz al-
nekankan perlindungan kesehatan,
pendidikan, perkem i isi ekonomi anak. Dari sudut

prosedural, pen ari putusan yang menilai

at digunakan sebagai

. Oleh karena itu, perkara i

menyefdju-'i'étéu menolak alasan emohon. Analisis

arik |alah bahwa hakim telah: ~member|kan mengenai risiko

laian substantif

u3|a anak tetapl permohonan berakhlr sebelu

¥

C. Ringkasan Penelitian
terhadap batas

I kawin dalam hukum Indonesia merupakan penge
rkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 etapkan usia 19
tentuan tersebut

esak dan bukti

ki dan perempuan, sedangkan penyimpangan terha

ohonan kepada pengadilan dengan alasan sanga

ermohonan dispensasi kawin dilaksana

PERMA Nomor 5 Tahun

2019 menjadi bagian dari pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan dispensasi kawin.
Penelitian Prabowo menunjukkan bahwa pertimbangan hakim juga dapat berkaitan dengan

aspek hukum dan keadilan masyarakat dalam perkara dispensasi akibat kehamilan.®

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2),

8 Henry Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal
2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Jurnal Hukum, Politik
dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209-223.
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Penelitian Hadi menunjukkan bahwa pertimbangan maslahah dapat digunakan
dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin berdasarkan keadaan konkret yang
dihadapi calon mempelai. Fajri juga menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan
mempunyai tujuan perlindungan terhadap anak dan dapat dianalisis melalui perspektif

maslahat.

Perspektif Magasid Syariah dasar untuk menilai perlindungan jiwa,

akal, dan keturunan dalam kawin. Ismail dan kawan-kawan

menghubungkan batas usia gan kesehatan, pendidikan, dan

ekonomi, sedangkan enghubungkan dispensasi

ini  menggunakan

Pengadilan ebagai i itian karena rsebut memiliki
a K

bupaten Batang. Sementar

, dan wilayah
tertentu tidak

primer dalam bab ini apabila n aslinya belum

dapat diver Jsung melalui sumber resmi irektori Putusan

ini didasarkan

t, seluruh uraian hasil pene

pada perat i, S r kelembagaan resmi, dan a dapat ditelusuri

81 pengadilan Agama Batang, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang,” laman resmi Pengadilan
Agama Batang.



BAB IV
ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Rasio Hukum (Ratio Decidendi) dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan

Agama Batang
1. Analisis Yuridis Implementasi PE

Tahun 2019 dalam Persidangan
Dispensasi  kawin hukum yang memberikan
pengecualian terhadap k erkawinan. Berdasarkan Pasal 7
ayat (1) Undang-U or 16 Tahun 2

Undang Nomor 974 tentar{g Perk§Winan, pe

Perubahan atas Undang-

anya diizinkan apabila
mencapai umur 19 tahun. Pasal 7 aya g-undang tersebut

gkingn: benyir'ﬁ'pangan Melét[di"v permoho pensasi kepada

J ; 2 o
gan syarat terdapat alasan sangat mendesak dan endukung yang
an in‘i menunjukkan bahwa dispensasi kawin me n pengecualian

kan penilaian yudisial, bukan hak yang otomatis an berdasarkan

g tua atau persetujuan calon mempelai.

an tersebut perlu dibaca bersama Peraturan Mahk gung Republik

or 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pe nan Dispensasi

A ini memberikan pedoman bagi hakim dalam m sa permohonan

rhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup mbuh kembang

melalui tiga unsu i atuhan terhadap prosedur

pemeriksaan, kecukupan pembuktian alasan sangat mendesak, dan kualitas argumentasi
hukum dalam penetapan. Prosedur pemeriksaan menjamin bahwa perkara diperiksa

sesuai pedoman yang berlaku. Pembuktian menyediakan dasar faktual bagi hakim untuk

82 Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
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menilai alasan permohonan. Argumentasi hukum menjelaskan hubungan antara fakta
yang terungkap, ketentuan yang diterapkan, dan kesimpulan yang diambil. Ketiga unsur
tersebut membentuk dasar penilaian terhadap kualitas pertimbangan hakim dalam
perkara dispensasi kawin.

Dalam penelitian ini, ratio d ndi dipahami sebagai alasan hukum utama

yang mendasari kesimpulan haki ngabulkan atau menolak permohonan.

Analisis ratio decidendi ti ngan mengidentifikasi pasal-pasal

yang dicantumkan da u menguji bagaimana hakim

menafsirkan kete m, menilﬁi bukti, bangkan keadaan calon

mempelai, ser kan hubungan antara fakta per an hasil pemeriksaan.

uat dasar hukum tanpa menjelaskan antara norma dan
fakta bel perllhatkan argumenta3| secara‘utuh
an tersebut dibahas oleh Hasan _Asharl ( dalam artikel

Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Per spensasi Kawin

ridis normatif

Agama.” Penelitian tersebut menggunakan pende
atan perundang-undangan dan konseptual. Asha emukan bahwa

angat mendesak” belum dijelaskan secara mem

alam peraturan,
perlu menggali norma dan asas yang terkan
r 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun

juga me an bahwa keadaan anak, peran orang tua, dan li

alam Undang-
Artikel tersebut

gan merupakan

at diguhakan dalam membangun pertimba

bobot berbe i n calon mempelai, bukti
, misalnya, menghadirkan
keadaan biologis yang perlu diperiksa secara konkret, sedangkan kekhawatiran orang
tua terhadap kemungkinan terjadinya zina membutuhkan penilaian terhadap fakta yang
mendukung kekhawatiran tersebut. Hakim perlu menguraikan mengapa suatu keadaan

memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sangat mendesak berdasarkan bukti dan

8 Ashari, Hasan. 2024. “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama.” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18(2): 1087-1105.
https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389
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kepentingan anak.

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga harus ditelaah melalui asas
kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini mengharuskan hakim menilai akibat perkawinan
terhadap kehidupan calon mempelai, bukan hanya mempertimbangkan kepentingan
orang tua atau keinginan pasangan. Penilaian mencakup kesiapan psikologis, kondisi

kesehatan, keberlanjutan pendidik pemahaman mengenai tanggung jawab

perkawinan, serta dukungan yan i calon mempelai. Kesediaan anak untuk

menikah perlu dihargai, tetapi dianggap membuktikan kematangan

rsebut tetap harus
n kemungkinan

r ; MY
dari keluarga maupun lingkungan. Anak yang atakan bersedia

menikah berhak memperoleh perlindungan apabila belum hami tanggung

nan atau menghadapi risiko terhadap pendidikan, atan, dan masa

ban pemeriksaan tersebut berkaitan langsung den rat pembuktian
yat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Al

dan buk ukung yang cukup merupakan unsur yang salin

angat mendesak

ngkapi. Alasan

yang dis an pemohon perlu diuji berdasarkan fakta yang d ilai, sedangkan

ipahami sesuai dengan persoalan yang henda‘k‘dibuktikan. Bukti mengenai

a, tidak serta-merta mem

Urgent Criteria in
Analysis of Jasser Auda's Theory”, membahas penerapan kriteria sangat mendesak
dalam perkara dispensasi kawin dan kaitannya dengan perlindungan perempuan serta
anak. Penelitian tersebut menyoroti adanya perbedaan pola penerapan kriteria sangat
mendesak dalam pertimbangan hakim. Dengan menggunakan teori sistem Jasser Auda,
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artikel tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari penilaian yang
perlu menghubungkan berbagai dimensi keadaan, bukan hanya menerima satu alasan
permohonan secara terpisah.®

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas penetapan tidak hanya

ditentukan oleh ada atau tidaknya n mendesak, tetapi juga oleh cara hakim

menghubungkan alasan itu de ingan anak. Pertimbangan yang hanya

mengulang keterangan pem n penilaian terhadap bukti berisiko
menghasilkan kesimpu

fakta, kekuatan

rgumentasi yang menguraikan

entuan hl}kum dan ang diperkirakan dapat
standar tersebut
memuat uraian

menyediakan

pan asll yang memungkinkan pemerlksaan langs rhadap seluruh

an, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar seti kara. Atas dasar

itu, bel pat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Batang telah
r5 Tahun 2019.

asan mengenai

menerap au mengabaikan ketentuan tertentu dalam PERMA
Kesimp engenai praktik konkret harus dibedakan dari

standar yang berlaku.

n normatif terhadap implementasi PERMA terseb
ertama, ketepatan prosedur pemeriksaan,

man yang berlaku. Ked

apan. Indikator ini dapat
digunakan untuk pa mengasumsikan fakta
yang tidak tercantum dalam sumber penelitian.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penerapan standar tersebut berkaitan
dengan tujuan perkawinan dan tanggung jawab untuk melindungi pihak yang rentan.

Penilaian terhadap dispensasi kawin tidak cukup didasarkan pada keabsahan prosedural,

84 Asmuni, dan Rezha Nur Adikara. 2024. “Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation
Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory.” Jurnal Hukum Islam 22(1): 25-56.
https://doi.org/10.28918/jhi_v22il_2
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tetapi juga perlu memperhatikan akibat keputusan bagi kehidupan calon mempelai.
Magasid Syariah memberikan kerangka untuk menilai hubungan antara perlindungan
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tujuan tersebut perlu dipertimbangkan
sesuai dengan keadaan konkret agar perlindungan terhadap satu kepentingan tidak
mengabaikan kepentingan lain.

asi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara

embuktian yang memadai, dan

Berdasarkan uraian terseb
normatif menuntut pemeri

argumentasi hukum ya . Ketentuan ini menjadi tolok

ukur untuk menilai gan ha_kirﬁ‘dalam pe dispensasi kawin. Adapun

ksanaan tolok ukﬁr"te,rsebut

penilaian me Pengadilan Agama
Batang me penetapan S/a't].g d'apai d'i\\terif‘ikasi seba r primer.

2. Implika ukti’an. Aspek Kedarura‘ltar;;(lfeik_t,or B ehamilan vs.

.

awatiran Orang Tua)

tian. merupakan unsur utama dalam menent apakah alasan

ispensasi kawin memenuhi Kriteria sangat mend asal 7 ayat (2)

g Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan adanya al angat mendesak

hakim menilai

yang dis ukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini mengh
ermohonan dan
diajukan tidak

dua pers secara bersamaan, yaitu keadaan yang menjadi d
ti untuk mendukung keadaan tersebut. Jenis alasa

tomatis menentukan hasil permohonan karena set adaan memiliki
risiko, dan konsekuensi yang berbeda.

an terperinci mengenai al

i unsur dalam menilai

urgensi permohona perlu disertai argumentasi
yang menjelaskan hubungan antara keadaan konkret dan kebutuhan untuk memberikan

dispensasi.®®

8 Ashari, Hasan. 2024. “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama.” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18(2): 1087-1105.
https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389
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a. Pembuktian faktor biologis dan kehamilan
Kehamilan di luar perkawinan menghadirkan persoalan hukum yang
berkaitan dengan kesehatan calon ibu, perkembangan janin, tanggung jawab
terhadap anak yang akan dilahirkan, dan perlindungan hak-hak calon orang tua.

Keadaan ini berbeda dari perm an yang hanya didasarkan pada hubungan

pacaran atau kekhawatiran or kehamilan merupakan kondisi biologis

yang dapat diperiksa m i. Meskipun demikian, keberadaan

kehamilan tidak sec adilan mengabulkan dispensasi

pembuktian keadaan
sasi. Bukti yang

adanya kehamnan dapat menLeIaskan ke

alon mempelai

teta,lpl beIUm menjawab seluruh _persoalan enai kesiapan

. Hakim tetap perlu mempertimbangkan kondisi k an, kematangan

keberlanjutan pendidikan, dukungan keluarga, se ampuan calon

enjalankan tanggung jawab pengasuhan.

yah (2025), dalam artikel “Dispensasi Menikah: a Perlindungan

dan

pangan Perspektif Magasid Syariah”, mengk ma pemberian

ntara kebutuhan menghadapi keadaan tertentu da penyimpangan

dari

perlindungan anak. Artikel tersebut menekanka nya pemberian
ara selektif dan terukur dengan mempertimba

mungkin muncul, serta j

sebagai salah an, bukan sebagai satu-

satunya dasar apakah perkawinan yang
dimohonkan dapat memberikan periindungan terhadap pihak yang terlibat dan
bagaimana risiko yang mungkin timbul dapat ditangani. Penilaian tersebut juga harus
memperhatikan kemungkinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa

kesiapan memadai dapat menimbulkan persoalan baru, seperti terhambatnya

8 Hidayah, Hikmah. 2025. “Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Perspektif Maqasid
Syariah.” Islamic Studies Journal for Social Transformation 9(2): 153-162.
https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12636
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pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan konflik rumah tangga.

Dari perspektif Magasid Syariah, keadaan kehamilan berhubungan dengan
perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl).
Perlindungan jiwa mencakup perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan calon
ibu serta anak yang dikandung. Perlindungan keturunan berkaitan dengan tanggung

jawab terhadap anak, kejelasan n sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan

pemenuhan hak-haknya. Ked ebut perlu dibaca bersama perlindungan

akal dan harta, terutama erpotensi memengaruhi pendidikan

Dengan harus dilanjutkan dengan
penilaian te < osial ispensasi. Pertanyaan
analitis pakah kehamilan te inkan juga apakah

onan ke3|apan calon mempelalxdankebutuh ungan yang ada

keputusan yang dimohonkan. Pendékatan ini m inkan penilaian

menyeluruh tanpa mengabaikan keadaan biologis ata.

faktor ekonomi dan kesiapan rumah tangga

or ekonomi perlu dinilai sebagai bagian dari kesi alon mempelai

n tanggung jawab perkawinan. Kondisi eko keluarga dapat

hi keputusan orang tua mengenai perkawinan an pi keterbatasan

idak selalu menunjukkan adanya keadaan sa endesak yang

m. Perkawinan

an perkawinan dilangsungkan sebelum batas usia

ekonomi  dap
ampuan mem tinggal,
nsur-unsur
kematangan p rlanjutan
tanggung jawab rumah tangga. Keberadaan pekerjaan tidak secara otomatis
membuktikan kesiapan perkawinan, sebagaimana keterbatasan penghasilan tidak
dengan sendirinya membuktikan bahwa dispensasi harus ditolak.

Nabilah et al. (2024), dalam artikel “Jasser Auda’s System Approach in The

Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Magashid Syariah)”,
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membahas aturan dispensasi kawin di Indonesia melalui pendekatan sistem Jasser
Auda. Artikel tersebut menyoroti perlunya meninjau kembali penerapan aturan
dispensasi agar tidak mempermudah legitimasi perkawinan anak. Penelitian itu juga

membahas persoalan ekonomi keluarga sebagai salah satu faktor sosial yang

pelai,,buka.n“sgkgdar b
arga q,apat,me‘njad? sumber ban

menilai'kematangan dan kemampuan c pelai memahami
/ - S
ab perkawinan. i -

.

m perspekt'if hifz al-mal, pertimbarigan ‘ekono rkaitan dengan

n harta, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keberl n kesejahteraan

Tujuan tersebut tidak terbatas pada kepemi atau besarnya

, tetapl juga mencakup kemampuan menggunaka ber daya secara

hadap ekonomi

g jawab. Dalam perkara dispensasi kawin, penila
bungkan dengan pendidikan dan kesehata ena ketiganya

hi kemampuan calon mempelai membangun keh rumah tangga

dan berkelanjutan. —

omi yang sulit juga tidak seharu

tercapai. Anal
lain yang terbu
c. Pembuktian kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina

Kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina memiliki

karakter berbeda dari kehamilan karena bertumpu pada risiko yang diperkirakan

87 Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. 2024. “Jasser Auda’s System Approach in The
Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” The Indonesian Journal
of Islamic Law and Civil Law 5(2): 265-281. https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i2.873
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akan muncul. Hubungan yang berlangsung lama, pertunangan, atau kedekatan calon
mempelai dapat menjadi bagian dari keadaan yang diperiksa, tetapi tidak dengan
sendirinya membuktikan bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan. Hakim perlu

membedakan kekhawatiran subj keluarga dari keadaan faktual yang dapat

mendukung penilaian menge

Ashari (2024) me k, peran orang tua, dan lingkungan

diabaikan, tetapifﬁ)é'rlu, ditem m pemeriksaan yang

m per.l_u*rﬁe,h_?lai"‘da'sar\ke:k‘hawatiran kehendak calon

ndisi 'hul;)ungan,‘éerta kemungk'n.‘lgn ada_nya te ri keluarga atau

88 ” ‘

:

m perspektif hukum Islam, upaya menjaga a dan mencegah

ng dilarang merupakan bagian dari tujuan syariat. n, perlindungan

k dapat dipisahkan dari perlindungan jiwa, akal, nan, dan harta.

an terhadap zina perlu dinilai bersama risiko p inan usia anak,

etidaksiapan psikologis, terhambatnya pendid ketergantungan

n kemungkinan konflik rumah tangga. Pendekata ut menghindari

ng hanya berorientasi pada pencegahan satu bent udaratan tanpa
kan risiko lain yang mungkin timbul.

ikara (2024) membahas p

eadaan. Alasan yang

bersama dan konsekuensi hukum
dari perkawinan yang dimohonkan,‘sehingga kekhawatiran moral tidak secara
otomatis menggantikan pembuktian-®

Dengan kerangka tersebut, kekhawatiran orang tua harus dinilai secara

8 Ashari, Hasan. 2024. “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.” Al Qalam: Jurnal [lmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
18(2): 1087-1105. https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389

8 Asmuni, dan Rezha Nur Adikara. 2024. “Application of Very Urgent Criteria in The
Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory.” Jurnal
Hukum Islam 22(1): 25-56. https://doi.org/10.28918/jhi_v22il 2



d.

61

proporsional. Apabila alasan permohonan didasarkan pada hubungan yang telah
berlangsung lama, hakim perlu menjelaskan apakah keadaan itu didukung fakta yang
cukup dan bagaimana hubungan tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk
menikah. Penilaian tidak dapat berhenti pada lamanya hubungan atau status
pertunangan, sebab kedua keadaan tersebut tidak secara langsung membuktikan

kesiapan calon mempelai.

Perbandingan implikasi pemb

emengaruhi fokus pembuktian dan

tapi tetap tunduk pada persyaratah hukum m i alasan sangat
an bukti pendukung yang cukup. '

Fokus pembuktian sis hukum

Keadaan biologis dan
ilan kebutuhan perlindungan
kesehatan

Sumber penghasilan,
kebutuhan dasar, dan
| dukungan keluarga

Dasar faktual kekhawatiran,
ehendak anak, dan keadaan

cukup dilakuka phonan ke dalam kategori

kehamilan, ekon@ akim perlu menghubungkan
setiap alasan dengan bukti, keadaan calon mempelai, serta akibat yang mungkin
timbul dari pengabulan maupun penolakan. Kualitas pertimbangan hukum terletak
pada kemampuan menjelaskan hubungan tersebut secara logis dan proporsional.
Dalam penelitian ini, artikel jurnal digunakan sebagai landasan analitis untuk

memahami konstruksi alasan sangat mendesak dan implikasi pembuktiannya.



62

Artikel tersebut tidak menggantikan bukti mengenai praktik Pengadilan Agama
Batang. Tanpa penetapan asli yang dapat diperiksa, tidak dapat dinyatakan bahwa
faktor tertentu terbukti menjadi alasan pengabulan atau penolakan perkara di
pengadilan tersebut. Batas ini menjaga agar analisis normatif tidak disajikan seolah-

olah merupakan hasil pengamatan langsung terhadap persidangan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dala
1. Tinjauan Al-Kulliyyat Al-Khai

if Magasid Syariah

Magasid Syaria emikiran hukum Islam yang

emaslahatan dan mencegah

uhan periihdungah, kesiabar] calon mempel ibat hukum yang

. Penilaian tidak cukup bertumpu phda terpenuhi nginan keluarga

atau ter anya ' perkawinan, tetapi perlu mem'perh'itungk rbagai dimensi
:

g menjadi tujuan perlindungan syariat.

al-kulliyyat al-khams mencakup lima tujuan pok tu perlindungan

din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'agl), keturu ifz al-nasl), dan

harta (hi al). Kelima unsur tersebut memiliki hubungan sa a lain dan tidak

pahami sebagai tujuan yang selalu berdiri se Dalam perkara

in, perlindungan keturunan, misalnya, perlu dipe ngkan bersama

dalam keadaan te ya pertimbangan selektif

dan terukur dengan pelai, potensi risiko, serta
pemenuhan hak setelah perkawinan. Pemikiran ini memberikan dasar untuk
menggunakan al-kulliyyat al-khams sebagai kerangka penilaian yang menyeluruh,
bukan sebagai pembenaran otomatis terhadap pengabulan atau penolakan

permohonan.®

% Hidayah, Hikmah. 2025. “Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan
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Dalam penelitian ini, kelima tujuan syariat digunakan untuk mengembangkan
ukuran normatif dalam membaca pertimbangan hakim. Setiap unsur diterapkan dengan
memperhatikan karakter persoalan yang diperiksa. Perlindungan agama berkaitan
dengan nilai dan tanggung jawab keagamaan dalam kehidupan perkawinan.
Perlindungan jiwa berkaitan dengan gkesehatan dan keselamatan calon mempelai.

Perlindungan akal berkaitan deng an berpikir dan keberlanjutan pendidikan.

Perlindungan keturunan berh ung jawab terhadap anak, nasab, dan

tUJuan perlmdungan dan a[asa.n hukum ya sari dispensasi.
am Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan

Nomor 5 Tahun 2019 tetap menjadi Iandasan nor

an pemeriksaan

nalisis magasid
penilaian terhadap tujuan dan akibat keputusan, gkan ketentuan

menentukan kerangka kewenangan dan persyarata harus dipenuhi.

a. Hifz in  (Perlindungan Agama) dan Hifz al
/Nasab)
al-din merupakan tujuan syariat yang berkaitan

(Perlindungan

n pemeliharaan

asuk perlindungan terhadap kemampuan manusi jalankan ajaran

dengan aj pat dipahami hanya

sebagai upaya kemungkinan terjadinya
zina.

Pertimbangan berdasarkan hifz al-din perlu memperhatikan hubungan antara
tujuan moral dan tanggung jawab perlindungan anak. Perkawinan merupakan

institusi yang memiliki dimensi keagamaan, tetapi pelaksanaannya juga menuntut

Perspektif Maqasid Syariah.” Islamic Studies Journal for Social Transformation 9(2): 153-162.
https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12636
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kesiapan untuk menjalankan hak dan kewajiban. Apabila calon mempelai belum
memahami tanggung jawab rumah tangga atau belum memiliki kematangan untuk
menghadapi  konsekuensi perkawinan, pengabulan dispensasi belum tentu
menghasilkan kemaslahatan yang diharapkan. Perlindungan agama perlu

dihubungkan dengan pembentu eluarga yang bertanggung jawab, bukan

semata-mata dengan status p
Kekhawatiran or, ungkinan terjadinya zina dapat
i kekhawatiran tersebut tetap

akim perlu membedakan

antara up a menjaga anak sesuai. nilai a keadaan yang benar-
e "t A :

I kriteria sangat .mendmalg. ‘Pembeda ut menjaga agar

moral tidak-menghilangkan mwajib‘an unt eriksa kesiapan
elai dan kepentingan terbaik bagi anak.
entara itu, hifz al-nasl berkaitan dengan per gan keturunan,

an generasi, dan pemenuhan hak-hak anak dal eluarga. Dalam

pensasi kawin, tujuan ini memiliki hubungan de anggung jawab

ak yang akan dilahirkan, kejelasan nasab sesuai k n hukum, serta

araan keturunan

kebutuhan dan perlindungan anak. Akan tetapi, p
nikahkan calon

disederhanakan menjadi kewajiban untuk sege

ujuan tersebut juga mencakup perlindungqn terha litas kehidupan
uan orang tua menjalankan tanggung j

embahas hubungan dis

selektif denga hak setelah perkawinan.

Temuan konse indungan keturunan tidak
cukup dinilai berdasarkan berlangsungnya perkawinan, tetapi juga melalui tanggung
jawab terhadap anak dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga®*

Dalam perkara yang melibatkan kehamilan, hifz al-nasl dapat digunakan

untuk menganalisis tanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan. Namun,

%1 Hidayah, Hikmah. 2025. “Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan
Perspektif Maqasid Syariah.” Islamic Studies Journal for Social Transformation 9(2): 153-162.
https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12636
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pertimbangan tersebut harus berjalan bersama perlindungan kesehatan ibu,
kematangan calon orang tua, dan kesiapan memenuhi kebutuhan anak. Kehamilan
menghadirkan kebutuhan perlindungan yang nyata, tetapi perkawinan tidak secara
otomatis menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan tersebut. Penilaian terhadap
dispensasi tetap perlu mempertimbangkan kemampuan calon mempelai membangun

kehidupan keluarga yang bertangg

Hubungan antara hifz ifz al-nasl menunjukkan bahwa tujuan

agama dan perlindungan ing mendukung, tetapi penerapannya
jaga kehormatan keluarga dan
mencegah pela : ma ti ngabaikan hak anak atas
: ian pula, perlindungan

ingkan persyaratan

m anaI|3|s pertlmbangan hakim, kedua tUJuan ter apat digunakan

guji apakah alasan permohonan telah dihubung ngan tanggung

adap calon mempelai dan anak. Pertimbangan memadai perlu

n bagaimana pemberian atau penolakan dispen rkaitan dengan

n agama dan keturunan. Penilaian harus didasark

ta ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada i bahwa setiap

otomatis menghasilkan kemaslahatan.

fs (Perlindungan Jiwa/Kesehatan Reproduksi Hifz al-'Aql

layanan kesehatan
menghadirkan kebutuhan
perlindungan khusus, terutama ketika calon mempelal menghadapi kehamilan atau
belum memiliki kesiapan untuk menjalani tanggung jawab rumah tangga.

Analisis berdasarkan hifz al-nafs tidak cukup dilakukan dengan menilai ada
atau tidaknya kehamilan. Penilaian perlu memperhatikan keadaan kesehatan,
kebutuhan pemeriksaan medis, dukungan keluarga, dan kemampuan memperoleh
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perawatan yang sesuai. Apabila permohonan diajukan karena kehamilan, kondisi
biologis calon ibu dan kebutuhan anak yang dikandung harus dipertimbangkan
sebagai bagian dari perlindungan jiwa. Namun, keadaan tersebut tetap perlu
dihubungkan dengan kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai.

Artikel Miratul Firdausi n Iswahyuni, dan Aufi Imaduddin (2024)

indungan kesehatan reproduksi remaja

mengenai batas usia perka
dalam perspektif Maqgg nakan untuk memperkuat analisis
hubungan antara p 3hatan reproduksi, dan tujuan
perlindungan

pandang tersebut, .'5énilaian terha

pensasi kawin perlu

bahwa kés.ehatah reprodﬁksi-tidak_ hanya dengan keadaan

permohonan 'diajukan, tetapi juga.déf]gan ke an perlindungan

Jang. Calon mempelai memerlukan akses terhadap masi kesehatan,

sosial, dan kemampuan mengambil keputusan yz rkaitan dengan

2 kesehatannya. - Pemberian dispensasi yang tid Sertai  perhatian

pek-aspek tersebut berisiko mengabaikan tujuan pe ngan jiwa.

pun hifz al-'agl berkaitan dengan pemeliharaa

al, kemampuan

an perkembangan intelektual. Dalam penelitian dis asi kawin, unsur

ikembangkan untuk menganalisis kematangan ca empelai dalam

konsekuensi perkawinan dan keberlanjutan pendidikan. Pendidikan
g bagi perkembangan pen
keputusan. Perkawin

al-‘agl tid i a setiap perkawinan usia

anak pasti men membedakan risiko yang
mungkin muncul dari keadaan yang benar-benar terbukti. Hakim perlu
mempertimbangkan status pendidikan calon mempelai, rencana melanjutkan

sekolah, dukungan keluarga, dan kemungkinan perkawinan memengaruhi akses

2Firdausi, Mir'atul, Tiyan Iswahyuni, dan Aufi Imaduddin. 2024. “Batas Usia Perkawinan
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan
Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah.” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil
Law 5(2): 248-264
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terhadap pendidikan. Pendekatan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih
proporsional dan tidak bertumpu pada generalisasi.

Hubungan antara hifz al-nafs dan hifz al-'agl menunjukkan bahwa
perlindungan kesehatan dan pendidikan perlu dipertimbangkan secara bersamaan.
Kondisi kesehatan yang tidak terlindungi dapat memengaruhi keberlanjutan

pendidikan, sedangkan pendidikams dapat memperkuat kemampuan seseorang

memahami kesehatan dan tan rumah tangga. Dalam perkara dispensasi

kawin, kedua tujuan ini akah keputusan yang dimohonkan
benar-benar memper [ elai secara menyeluruh.

im perlu memperlihatkan
i dalam hubungannya
indungan kesehatan

pendidikan dan

calon mempelal Demikian pula kelnglnan m kan pendidikan

hitungkan sebagai bagian dari kepentingan ana a mengabaikan
ang mungkin memerlukan penanganan khusus.
(Perlindungan Kesiapan Ekonomi/Kesejahteraan)

I-mal merupakan tujuan syariat yang berkaitan n perlindungan

enuhan Kkebutuhan hidup, dan penggunaan r daya secara

g jawab. Dalam perkara dispensasi kawin, tujua apat digunakan

lai kesiapan calon mempelai memenuhi kebutuha

salah satu unsur yang memengaruhi kesejahteraan calon mempelai. Keberadaan
pekerjaan atau dukungan keuangan dari orang tua dapat membantu pemenuhan
kebutuhan rumah tangga, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa calon
mempelai telah memiliki kesiapan menyeluruh. Kesiapan ekonomi perlu

dihubungkan dengan kematangan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kondisi
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kesehatan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Nabilah et al. (2024) membahas aturan dispensasi kawin melalui pendekatan
sistem Jasser Auda dan menyoroti perlunya peninjauan terhadap penerapan
dispensasi agar tidak mempermudah legitimasi perkawinan anak. Kajian tersebut

juga menempatkan persoalan ekon@mi keluarga sebagai salah satu faktor sosial yang

berkaitan dengan praktik dis Pembahasan ini memberikan landasan

untuk menilai bahwa ko alisis bersama faktor perlindungan

anak, bukan dijadi erikan pengecualian terhadap

gkan tanpa kesiapan

ng tua, kesulitan

butuhan dasar, dan ketldakstab‘IIan kehldupa tangga. Risiko

pat memengaruhl pemenuhan hak anak, ter akses terhadap

dan kesehatan. Sebaliknya, dukungan ekonomi ki dapat menjadi

membantu perlindungan kesejahteraan apabila te ecara memadai

pembagian tanggung jawab yang jelas.

laian terhadap kesiapan ekonomi tidak bolen m ah kemampuan

mempelai yang

njadi satu-satunya ukuran kelayakan perkawinan.

nghasilan tetap tetap perlu dinilai dari sisi kemat an pemahaman

mandiri secara

nggung jawab keluarga. Calon mempela[.yang
erlu dinilai berdasarkan keadaan kon

kinan mempertahanka

al-mal dapat digunakan

untuk menguji gkan secara proporsional.
Hakim perlu membedakan kondisi ekonomi yang menjadi latar belakang
permohonan dari keadaan yang benar-benar mendukung alasan sangat mendesak.
Pertimbangan yang memadai perlu menjelaskan bagaimana keadaan ekonomi

memengaruhi  kepentingan anak dan bagaimana risiko kesejahteraan

93 abilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. 2024. “Jasser Auda’s System Approach in
The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” The Indonesian
Journal of Islamic Law and Civil Law 5(2): 265-281. https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i2.873
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dipertimbangkan dalam menentukan hasil permohonan.

Kelima unsur al-kulliyyat al-khams memperlihatkan bahwa penilaian
dispensasi kawin membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan agama
dan keturunan perlu dihubungkan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
ekonomi. Pemberian dispensasi tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan satu

tujuan yang dianggap paling menonjel, tetapi harus memperhatikan hubungan antara

seluruh kepentingan yang ter angka tersebut memberikan dasar untuk

menilai kualitas pertimba gantikan persyaratan hukum positif

yang berlaku.

an Kemud‘aratan J alih wa Dar'u al-Mafasid)

dalam Kep

aW|n konsep ini digunakan untuk memlal ma

bul dari pemberian maupun penolakan permohon kim tidak cukup

bangkan manfaat yang diharapkan pemaohon, tetapi menguji apakah
sebut memiliki dasar faktual dan bagaimana hubu

lon mempelai serta pihak lain yang berkepentinga
aslahatan dalam perkara dispensasi kawin da rkaitan dengan

membutuhkan

n calon mempelai dari keadaan yang benar
an pemenuhan

segera, perlindungan anak yang akan dilahir

isiko kesehatan, terhamba

ekonomi, serta

nalisis secara

persoalan yang
Hidayah

menghadirkan dilema antara perlindungan anak dan kemungkinan kemaslahatan

membahas dispensasi kawin sebagai persoalan yang

dalam keadaan tertentu. Artikel tersebut menekankan perlunya penilaian selektif dan
terukur dengan mempertimbangkan kematangan calon mempelai, risiko yang
mungkin muncul, serta pemenuhan hak setelah perkawinan. Pemikiran ini
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memperlihatkan bahwa kemaslahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai
penyelesaian kebutuhan jangka pendek, tetapi harus dinilai berdasarkan akibat yang
lebih luas terhadap kehidupan calon mempelai.94

Dalam permohonan ya didasarkan pada kehamilan, misalnya,

kemaslahatan dapat berkaita tuhan perlindungan terhadap calon ibu

dan anak yang dikandun diharapkan dari perkawinan tetap

m permohonan yang didasarkan pada kekhawatl ng tua terhadap

lahatan dapat berkaitan dengan upaya menjaga a an kehormatan

kan tetapi, kekhawatiran tersebut perlu diperiksa b rkan fakta yang

tingkat kedaruratan. Jika alasan permohonan h idasarkan pada

an yang belum terbukti, pengabulan dispensasi penilaian lebih

iko mengabaikan kepentingan pendidikan, keseh

elai. Konsep dar'u al-mafasid mengharuskan penil rhadap berbagai

n hanya risiko yang menjadi perhatian pemohon.
i dan Adikara (2024) membahas penerapan
endekatan sistem Jasser

dan berba dungan. Penilaian yang

san dapa kesimpulan yang kurang

memadai apabila mengabaikan risiko lain yang juga relevan bagi calon mempelai.95
Dialektika kemaslahatan dan kemudaratan tidak berarti bahwa hakim harus

selalu mencari hasil yang dianggap memberikan manfaat paling besar secara abstrak.

94 Hidayah, Hikmah. 2025. “Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan
Perspektif Maqasid Syariah.” Islamic Studies Journal for Social Transformation 9(2): 153-162.
https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12636

95 Asmuni, dan Rezha Nur Adikara. 2024. “Application of Very Urgent Criteria in The
Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory.” Jurnal
Hukum Islam 22(1): 25-56. https://doi.org/10.28918/jhi_v22il1_2
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Penilaian harus berangkat dari fakta dan bukti yang tersedia, kemudian
menghubungkannya dengan tujuan perlindungan yang relevan. Dalam kerangka
hukum positif, alasan sangat mendesak dan kecukupan bukti tetap menjadi
persyaratan yang harus dipenuhi. Magasid Syariah membantu menilai tujuan serta
akibat keputusan, tetapi tidak menghapus persyaratan tersebut.

Hubungan antara kemasla dan kemudaratan juga perlu dinilai dalam

elesaian persoalan yang segera dihadapi
aan calon mempelai pada masa
idak dapat dinilai secara tepat

apabila akibatn adaan. empelai tidak diperiksa.

perlu menjelaskan 1‘risiko ya kekuatan bukti yang

dan' al.’isan : mengapa hasil itetapkan  dapat

m penelltlan ini, konsep jalb al- maéallh wa dar'u asid digunakan

bangun ukuran analisis terhadap pertimbangan h kuran tersebut

identifikasi manfaat yang hendak dicapai, peng ukti mengenai

ndesak, penilaian terhadap risiko yang mungkin ti an pemeriksaan

ntara hasil penetapan dengan perlindungan ana ngka ini dapat
untuk menganalisis penetapan yang tersedia tanp ganggap bahwa

selalu menghasilkan kemaslahatan atau bah nolakan selalu

kan kemudaratan.

Kawin di PA Batang

Pendekatan sistem Jasser Auda mengembangkan pemahaman Madgasid
Syariah melalui cara pandang yang menempatkan hukum sebagai sistem yang saling
berhubungan. Pendekatan ini mendorong analisis yang tidak hanya bertumpu pada
teks hukum atau satu faktor tertentu, tetapi juga memperhatikan hubungan
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antarkomponen, konteks sosial, keterbukaan terhadap pengetahuan, dan tujuan yang
hendak dicapai oleh hukum. Dalam perkara dispensasi kawin, pendekatan sistem
dapat digunakan untuk menilai hubungan antara ketentuan batas usia, alasan sangat
mendesak, pembuktian, perlindungan anak, dan konsekuensi pemberian atau
penolakan permohonan.

Nabilah et al. (2024)

pendekatan sistem Jasser Auda untuk

uni dan Adlkara (2024) juga menggu.nakan teo m Jasser Auda

ganalisis penerapan kriteria sangat mendesa perlindungan

serta anak. Artikel tersebut menyoroti perbeda erapan kriteria

desak dalam pertimbangan hakim. Temuan ini m ng penggunaan

sistem untuk menilai bagaimana norma hukum ungkan dengan

nkret dan tujuan perlindungan dalam perkara disp

m pendekatan sistem Jasser Auda, enam kar tik yang dapat

ebagai kerangka analisis adalah kognisi, keutuhan, ukaan, hierarki
kaitan, multidimensionalitas, dan kebertuj

emperdalam penilaian t

dari norma hukum itu sendiri. Frasa ‘“alasan sangat mendesak” memerlukan

penafsiran melalui fakta dan bukti yang diperiksa. Penilaian hakim harus memiliki
argumentasi yang jelas sehingga dapat dipahami sebagai penerapan norma terhadap

keadaan konkret, bukan sebagai kesimpulan yang tidak dijelaskan dasar

% Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. 2024. “Jasser Auda’s System Approach in
The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” The Indonesian
Journal of Islamic Law and Civil Law 5(2): 265-281. https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i2.873
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penalarannya.

Kedua, keutuhan (wholeness). Karakteristik ini menekankan hubungan
antarkomponen dalam suatu sistem. Dalam perkara dispensasi kawin, alasan
permohonan tidak dapat dinilai secara terpisah dari kondisi calon mempelai, bukti
pendukung, kesiapan rumah tangga, dan kepentingan anak. Kehamilan, misalnya,

perlu dipertimbangkan bersama kesehatan, pendidikan, dan kesiapan pengasuhan.

Penilaian yang menghubungk sur tersebut memberikan gambaran lebih
utuh mengenai akibat hu
Ketiga, . ristik ini berkaitan dengan

an perubahan lingkungan.

n |nforma5| yang relevan mengenai r‘|51ko perkaw ia anak. Namun,
rsebut tetap perlu digunakan secara proporsional ikaitkan dengan

ra yang diperiksa.

pat, hierarki yang saling berkaitan (int

ik ini menunjukkan bahwa tujuan hukum dapat t

da tetapi tetap saling berhubungan. Dalam perk pensasi kawin,

n terhadap tujuan tertentu tidak boleh m angkan tujuan

n yang lain. Hifz al-nasl, misalnya, perlu dihubu dengan hifz al-

lebih dari s
usia, teta

mendorong alan. Dispensasi kawin

bukan hanya ngan dengan kesehatan,
pendidikan, keadaan psikologis, kondisi ekonomi, kehendak anak, dan nilai agama.
Pendekatan multidimensional membantu menghindari kesimpulan yang didasarkan
pada satu alasan tanpa memperhitungkan akibatnya terhadap kepentingan lain.
Keenam, kebertujuan (purposefulness). Karakteristik ini menempatkan

tujuan sebagai unsur utama dalam memahami dan menerapkan hukum. Dalam
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perkara dispensasi kawin, tujuan perlindungan anak harus menjadi bagian dari
penilaian terhadap alasan mendesak dan hasil penetapan. Pertimbangan tidak cukup
menyatakan bahwa syarat formal telah terpenuhi, tetapi perlu menjelaskan
bagaimana keputusan berkaitan dengan tujuan hukum dan perlindungan kepentingan
calon mempelai.

Keenam karakteristik tersebut dapat digunakan untuk menilai kualitas

penalaran hukum secara lebi . Pendekatan sistem tidak berarti bahwa

hakim dapat mengabaik positif atau menggantinya dengan

penilaian kemaslaha iknya, pendekatan ini membantu

menjelaskan hu ara norma, fakta, da rlindungan agar keputusan

apat digunakan sebagai perahgkéf analisis unt ai pertimbangan
’ . .

permohonan dispensasi kawin. Penerapannya diarahkan pada

n apakah alasan sangat mendesak telah dianalisis a bukti, apakah

anak diperhitungkan secara menyeluruh, dan a hasil penetapan

tkan hubungan yang jelas antara fakta, norma, sert

ini juga membantu menilai apakah pertimbanga dap satu tujuan

diseimbangkan dengan tujuan lainnya.

un, relevansi pendekatan sistem bagi analisis an tidak dapat

ijadikan kesimpulan bahwa hakim Pengadilan a Batang telah
menerapkannya. Penilaian terhadap praktik konkret membutuhkan penetapan asli
rtikel Nabilah et al. (2024

gan hakim
ebut, pen
kerangka yang memadal untuk menganalisis dispensasi kawin melalui hubungan
antara norma, fakta, konteks sosial, dan tujuan perlindungan. Kerangka ini sejalan
dengan Magasid Syariah karena menekankan penilaian yang menyeluruh terhadap
kemaslahatan dan kemudaratan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut

digunakan sebagai alat analisis normatif, sedangkan kesimpulan mengenai
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penerapannya dalam praktik Pengadilan Agama Batang harus mengikuti bukti yang
tersedia.
D. Analisis Fakta Persidangan, Pembuktian Alasan Mendesak, dan Perbandingan
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin.

Permohonan dispensasi kawin merupakan permohonan yang harus dinilai

berdasarkan alasan yang diajukan, f erungkap dalam persidangan, serta bukti

yang mendukung alasan tersebu alisis terhadap penetapan dispensasi
kawin tidak cukup hanya | juga perlu menelaah hubungan
antara dalil permoho idangan, alat bukti, dan
omor 16 Tahun 2019

ntang Perkawinan

pertimbangan hu 7 pasal 7 ayat (2) Undang

tentang Perub Undang-Uh'd'ang Nomof 1 Tahu

menentukan orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat an permohonan
dispensasi pencjadilan dengan alasan san\gaf mendesa ai bukti-bukti
pendukung ukup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa alasan m K harus disertai

bukti yang dai. Dengan demikian, alasan berupa kekhawatira g tua, dorongan

sosial, atau nan para pihak untuk segera menikah perlu dinilai arkan fakta dan

bukti yang a, bukan langsung dianggap memenuhi persyarata nsasi kawin.

Dal elitian ini, fakta persidangan dianalisis berdasarka men penetapan

yang menj ber penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan uti alasan yang

diajukan pe , kete_rangan pihak yang didengar, alat bukti yang tkan, serta fakta

yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menyusun perti?hbangannya. Peneliti perlu

g dikemukakan pemohon d

oleh hakim. Pembe

hakim menghubungk m yang berlaku. Apabila

suatu penetapan mem ogis, kehamilan, ekonomi,
pendidikan, atau kekhawatiran orang tua, setiap alasan tersebut harus dibahas sesuai
dengan informasi yang benar-benar tercantum dalam dokumen. Peneliti tidak boleh

menambahkan atau menyimpulkan adanya keadaan tertentu apabila tidak didukung oleh

97 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021). Sesuaikan nomor halaman
dengan edisi buku yang digunakan.
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isi penetapan yang dianalisis.®

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, analisis terhadap pertimbangan
hakim juga perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut menjadi

pedoman bagi hakim dalam memeg permohonan dispensasi kawin dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pe kepentingan terbaik bagi anak. Oleh

karena itu, analisis perlu menilai ang tertulis dalam penetapan telah

menjelaskan alasan perm aspek kepentingan anak yang

bangan
daan ,dal}ahr"pehetapan. meor 7/
tg, L\Iorfnor 46/Pdt.P/2026/PA?.3tQ, ‘Nomor
t.P/2026/PA.Btg, Nomor ‘37/,Pdt.P/ 202
A.Btg, Nomor 56/Pdt.P/2026/PA.Btg,dan Nemor

ngan tersebut tidak harus didasarkan pada perbeda

an mengidentifikasi
/PA.Btg, Nomor
P/2026/PA.Btg,
tg ,Nomor
.P/2026/PA.Btg

ra permohonan

hukum ‘ﬁékir_n dila

an ditolak. Apabila penetapan yang dianalisis me mar yang sama,

perbanding p dapat dilakukan terhadap alasan mendesak yan ukan, fakta dan

bukti yang mbangkan, dasar hukum yang digunakan, serta ca m menguraikan

alasan pen permohonan.

Ber n aspek tersebut, perbandingan dilakukan denga gunakan unsur
ada setiép penetapan, yaitu alasan permohona

dasar hukum yang di

perbandingan juga ntuk menil

menghubungkan fakt ngan kete ngenai dispensasi kawin.*

Dengan demikian, analisis fakta perSidangan, pembuktian alasan mendesak, dan
perbandingan pertimbangan hukum hakim dapat ditempatkan dalam satu subbab karena
ketiganya saling berkaitan. Fakta dan bukti menjadi dasar untuk memahami alasan

mendesak, sedangkan perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana hakim menilai

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2)
9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7; Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
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alasan tersebut dalam setiap penetapan. Pembahasan ini selanjutnya menjadi dasar bagi
analisis pada bagian B, yaitu penilaian pertimbangan hukum hakim dalam perspektif
Magasid Syariah, sehingga analisis yuridis dan analisis berdasarkan tujuan hukum Islam
tetap memiliki fokus yang berbeda.

Berikut Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin :

Nomor Perkara | Usia calon | Alasan Pertimbangan | Amar
pasangan | D Utama Dikabulk
an
-
7/Pdt.P/2026/P | Calg alon eadaan Dikabulk
A.Btg 3 telah hamil'd j)amilan, an
para - pihak gan para
'Igl ~ segera | japan
ami ,24-,-rpgnril_<ql‘l"‘.\- me rta
tahun 44 | ketent
bulan ‘-5.'::‘|Qispensa
o, Jid | kawin.
‘Calon istri | Kekhawatiran | Kekhawatire Dikabulk
| 17 tahun 8 | orang tua | timbulnya n
| bulan; terhadap mudarat,
calon pergaulan dan | kesiapan ca
suami 20 | kemungkinan | pasangan, se
tahun 5 | terjadinya zina | persetujuan
bulan dan dukung
keluarga.
Calon istri | Kekhawatiran | Nasihat hak Dikabulk
18 tahun 8 | orang tua | kesiapan N
bulan; terhadap menikah,
| calon pergaulan dan | dukungan
suami 26 | kemungkinan | keluarga, dan
terjadinya kondi
zina.
angan. |
Keinginan esiap
untuk  seg Dasa
menikah gua | cul
menghind: ke 3,
pergaula ke
dikhawatirkan | ekonomi  dan
mengarah pada | pendidikan,
zina. serta ketiadaan
paksaan.
37/Pdt.P/2026/ | Calon Hubungan Kehamilan, Dikabulk
PA.Btg pasangan | asmara sekitar | hubungan para | an
berusia 18 | satu tahun; | pihak,




tahun 6 | calon istri | keterangan
bulan dan | diketahui saksi, serta
18 tahun 7 | sedang hamil. | pemeriksaan
bulan. kesiapan dan
kepentingan
calon
pasangan.
175/Pdt.P/202 | Calon Alasan Penilaian Dikabulk
6/PA.Btg suami 18 k hakim atas | an
tahun; alasan
calon i mendesak,
17 ta uai kesiapan calon
b eteranga angan, serta
a | para. pemoh i dan
gian inan. n
I y n.
alinan
56/Pd Cal ehami ehami Dikabulk
PA. sekitar n n
sia | minggu  dan sak,
keinginan gan
i 22 | untuk segera | p pi
n 3| menikah. S
n ‘ p han
‘ k an
h
ai
d asi
k
86/P 26/ n istri | Keinginan ikabulk
PA. ahun 9 | untuk menikah ak, n
“|'bulan; karena keterangan
calon hubungan para | para pi
i 23 | pihak dan
kekhawatiran
ayah terhad nga
an sik
n ag per
a p anak.
p in
dit
46/Pdt.P/2026/ | Calon istri | Keinginan Kesiapan calon | Dikabulk
PA.Btg 17 tahun | untuk segera | pasangan, an
10 bulan; | menikah keadaan
calon dengan ekonomi,
suami mempertimban | pendidikan,
sekitar 25 | gkan hubungan | kesehatan,
tahun dan Kkesiapan | serta ada atau
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calon tidaknya
pasangan. paksaan.
98/Pdt.P/2026/ | Usia calon | Permohonan Hakim Pencabut
PA.Btg pasangan memproses an
perlu pencabutan permoho
dilihat permohonan, nan
dikabulka
n, bukan
dispensas
i kawin
dikabulka

n.
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BAB V
PENUTUPAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam

menetapkan dispensasi kawin di Kab Batang perspektif Magasid Syariah, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

maupun
terbaik

alam «pertlmbangannya hakrm 'juga me ikan kepentingan

rkawinan tidak

k dan’ kemurrgklnan terjadinya kemudat’atan ap

segera d akan.
!

hakim tersebut dapat dikaitkan dengan Magasi

2. Pertimb iah, khususnya

dalam u ewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemu . Pertimbangan

tersebut itan dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz | (perlindungan

al-nasl (perlindungan keturunan). Pemberian dis i tidak semata-

n pada keinginan untuk melangsungkan perkawi tapi juga perlu

kesqhatan perkembangan mental, pendldlkan pan anak, serta
ngan keluarga yang akan dibentuk. Oleh karena it i i
a selektif dan hanya ketik

"
g telah

Berdasarkan s, peneliti memberikan

beberapa saran yang d menjadi gan bagi pihak-pihak yang

berkaitan dengan perkara dispensasi kawin, sebagai berikut:

1. Hakim, dalam memutus perkara dispensasi kawin hendaknya tetap berhati-hati dan
selektif dengan mempertimbangkan seluruh kondisi calon mempelai, terutama
kepentingan terbaik bagi anak, kesehatan, kesiapan mental, pendidikan, dan masa
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depannya.

2. Orang tua dan masyarakat, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak
perkawinan pada usia anak. Dispensasi kawin hendaknya tidak dijadikan sebagai jalan
utama untuk menyelesaikan persoalan hubungan antara anak laki-laki dan perempuan,
tetapi benar-benar ditempuh apabila terdapat alasan yang sangat mendesak sesuai

dengan ketentuan hukum.

3. Peneliti selanjutnya, penelitian si kawin dapat dikembangkan dengan
menggunakan lebih bany Maqasid Syariah yang lebih luas,
sehingga dapat memb

pertimbangan h ) dan tuj lam perkara dispensasi

kawin.
De impL an g aikan. Peneliti
menyadari an. Oleh karena

itu, kritik

penelitian i

enyempurnaan
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